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ABSTRAK  

PENERAPAN AKAD MURABAHAH DALAM  

PEMBIAYAAN PENSIUN 
(Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Jaya) 

 

Oleh: 

DEVI SEPTIANA 

NPM. 1903030006 

 

Pembiayaan pensiun merupakan pembiayaan yang memiliki resiko kecil. 

Hal ini disebabkan karena didasari dengan perjanjian antara pihak bank dan PT 

Taspen atau lembaga pensiun lainnya. pembiayaan pensiun menjadi salah satu 

pembiayaan yang potensial meningkatkan perekonomian mandiri masyarakat 

bahkan ketika masyarakat sudah tidak berada di usia produktif lagi. Pembiayaan 

pensiun dengan akad murabahah sangat diminati di Bank Syariah Indonesia KC 

Bandar Jaya, pasalnya pembiayaan tersebut hanya menggunakan SK Pensiun 

sebagai jaminannya. Maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

mekanisme pembiayaan pensiun dengan akad murabahah pada Bank Syariah 

Indonesia (BSI) Bandar Jaya. 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field research). 

Sifat penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang 

digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data 

yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam 

penelitian ini diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pembiayaan pensiun Bank 

Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya maka dapat disimpulkan bahwa : 

mekanisme pembiayaan pensiun di pensiun Bank Syariah Indonesia (BSI) KC 

Bandar Jaya sudah terstruktur dengan baik dan sesuai dengan beberapa teori dan 

standar pelaksanaan yang dituangkan pada standar produk perbankan syariah 

murabahah oleh Otoritas Jasa Keuangan. Mekanisme tersebut dimulai dengan 

pengajuan pembiayaan oleh nasabah kepada bank, pengecekan data/verifikasi 

data, analisis kelayakan pembiayaan, evaluasi kebutuhan dan keputusan 

pembiayaan, administrasi dan pembukuan pembiayaan, serta realisasi 

pembiayaan. Penerapan akad murabahah dalam pembiayaan pensiun sudah 

memenuhi rukun dan syarat murabahah serta sesuai dengan beberapa ketentuan, 

khususnya ketentuan umum pada fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

murabahah. 

Kata Kunci : Akad Murabahah, Pembiayaan Pensiun, Fatwa DSN No: 

04/DSN-MUI/IV/2000  
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MOTTO 

 

                           

                         

Artinya :  “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 

dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. 

(Q.S. An-Nisa : 29).
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank tidak hanya memiliki fungsi sebagai lembaga yang menyalurkan 

dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, tetapi sebagai lembaga 

intermediasi antara anggota masyarakat yang kelebihan dana dengan anggota 

masyarakat yang memerlukan atau kekurangan. Bank adalah badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau 

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2
  

Prinsip bank syariah merupakan suatu lembaga intermediasi 

(intermediary institution), yaitu menyerahkan dari masyarakat dan 

menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang 

membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Pembiayaan merupakan 

salah satu kegiatan utama dan menjadi sumber utama pendapatan bagi Bank 

syariah.
3
 Jenis pembiayaan yang ada dalam bank syariah yaitu pembiayaan 

modal kerja syariah, pembiayaan investasi syariah, pembiayaan konsumtif 

syariah, pembiayaan sindikasi, pembiayaan berdasarkan take over, 

pembiayaan letter of credit (L/C). Bentuk pembiayaan perbankan berdasarkan 

prinsip syariah harus dilandasi dengan berbagai akad yang diperbolehkan 

dalam Islam. Akad (ikatan, keputusan atau penguatan) atau perjanjian atau 

                                                           
2
 Ahmad Dahlan, Bank Syariah  Teoritik, Praktik, Kritik (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 100.  

3
 Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 347.  
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kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai 

dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti 

sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk  melaksanakan, baik yang muncul 

dari satu pihak maupun yang muncul dari dua pihak. Artinya dalam kondisi 

berakad diharuskan terhindar dari kecurangan dan menegaskan keadilan pada 

saat transaksi. 
4
 Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275. 

Allah Swt Berfirman : 

يۡطَنُٰ مِنَ  ِي يَتَخَبذطُهُ ٱلشذ ْ لََ يَقُومُونَ إلَِذ كَمَا يَقُومُ ٱلَّذ ِبَوٰا ونَ ٱلر 
كُلُ

ۡ
ِينَ يأَ ٱلَّذ

ِبَوٰ  مَ ٱلر  ُ ٱلَۡۡيۡعَ وحََرذ حَلذ ٱللَّذ
َ
ْْۗ وَأ ِبَوٰا ْ إنِذمَا ٱلَۡۡيۡعُ مِثۡلُ ٱلر  نذهُمۡ قاَلوُٓا

َ
ِّۚ ذَلٰكَِ بأِ ِ مَن ٱلمَۡس  ََ  ِّْۚ ا

وْلََٰٓئكَِ جَاءَٓهُۥ 
ُ
ِِۖ وَمَنۡ عََدَ فأَ ٓۥ إلََِ ٱللَّذ مۡرُهُ

َ
ب هِۦِ فَٱنتَهََٰ فَلهَُۥ مَا سَلَفَ وَأ ِن رذ مَوعِۡظَةٞ م 

ونَ   صۡحَٰبُ ٱلنذارِِۖ هُمۡ َيِهَا خَلُِِٰ
َ
 أ

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak 

dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan 

karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka 

berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang 

telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut 

riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya 

dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. 

Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni 

neraka. Mereka kekal di dalamnya”. (Q.S. Al-Baqarah : 275).
5
 

 

Ayat ini menekankan bahwa orang-orang yang berlaku curang atau 

melakukan kecurangan tidak akan merasa aman dari siksaan Allah. Allah 

mengetahui segala perbuatan dan tindakan setiap individu, dan orang yang 

berbuat curang akan mendapat akibat dari perbuatan buruknya. Dalam ayat ini 

menjelaskan bahwa kejujuran, keadilan, dan integritas sangat dihargai dalam 

                                                           
4
 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Ed. I, Cet. II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2008),  h. 35.  
5
 Departemen Agama RI , Al-qur’an dan Tajwid, (Bandung: Diponegoro, 2018), h. 145. 
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ajaran Islam. Orang yang berlaku curang atau tidak jujur dalam tindakannya 

dapat mengalami akibat atau konsekuensi yang tidak menyenangkan baik 

dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, ayat ini dapat 

dianggap sebagai peringatan dan teguran agar umat Muslim menjauhi perilaku 

curang dan berusaha untuk hidup dengan integritas dan kejujuran dalam 

semua aspek kehidupan mereka 

Pembiayaan pada sebuah lembaga keuangan syariah harus berlandasan 

pada kejujuran dan keadilan. Hal ini selaras dnegan pembiayaan akad 

murabahah yang mengharuskan keadilan didalamnya. Akad murabahah dapat 

dibagi lagi berdasarkan jenis penggunaannya (berdasarkan produk) yaitu 

untuk pembiayaan multiguna, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, 

pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan perumahan dan sebagainya. 

Konsep dan aplikasi pembiayaan dengan akad murabahah yang sederhana dan 

memudahkan penanganan administrasi bank syariah merupakan faktor utama 

bank Syariah di Indonesia lebih banyak menerapkan prinsip murabahah dalam 

pembiayaan.
6
 Produk pembiayaan dengan akad murabahah yang mulai 

berkembang saat ini sangat beragam, salah satunya adalah pembiayaan 

pensiun.    

Pensiun merupakan penghasilan setelah berakhirnya masa kerja 

seseorang dan masa itu masyarakat masih berfikir bahwa pada usia menjelang 

                                                           
6
 Bagya Agung Prabowo, “Konsep Akad Murabahah Dalam Perbankan Syariah (Analisa 

Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia”.  Vol.16 No.1 

(Januari 2009), h. 86.  
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pensiun adalah masa yang sudah tidak produktif lagi.
7
 Banyak orang tua 

zaman sekarang menanamkan kepada anaknya agar terjun didunia kerja 

sebagai pegawai negeri, karena pada saat itu hanya pegawai negeri lah yang 

memberikan kepastian adanya pensiun.  

Tujuan dari keberadaan program pensiun adalah untuk mengelola 

penyisihan pendapatan karyawan selama masa kerja mereka sebagai investasi 

masa depan. Karyawan yang telah selesai masa kerja atau tidak dapat 

menghasilkan pendapatan lagi, karyawan atau ahli warisnya tersebut akan 

mendapatkan manfaat pensiun dengan menerima pembayaran berkala selama 

masa hidupnya. Dana pensiun  tersebut dapat dimanfaatkan untuk 

kelangsungan hidupnya setelah tidak bekerja sebagai pegawai, baik untuk 

modal usaha maupun kebutuhan lainnya, yang tentunya membutuhkan 

lembaga penghimpun dan penyalur dana agar kebutuhannya terpenuhi.
8
 Oleh 

karena itu, pembiayaan pensiun menjadi salah satu pembiayaan yang potensial 

meningkatkan perekonomian mandiri masyarakat bahkan ketika masyarakat 

sudah tidak berada di usia produktif lagi.  

Pembiayaan pensiun merupakan pembiayaan yang mempunyai resiko 

pembiayaan yang kecil, karena pembiayaan pensiun di Bank Syariah 

Indonesia didasari oleh perjanjian kerjasama antara pihak Bank Syariah 

Indonesia dengan lembaga pengelola dana pensiun seperti PT Taspen maupun 

dana pensiun lainnya. Produk Pembiayaan kepada Pensiunan, yang menjamin 

                                                           
7
 Zaeni Asyhadie, Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2008), h. 157.  
8
 Aditya Niko Pratama, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah 

Menggunakan Pembiayaan Pensiun”  Skripsi, (Program Sarjana Fakultas ekonomi dan Bisnis 

Islam UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 21.  
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kelancaran pembayaran angsuran nasabah dengan cara pemotongan gaji 

(manfaat pensiun) yang diterima oleh pensiun setiap bulannya.
9
  

Pada dasarnya pembiayaan pensiun memang merupakan aspek penting 

dalam perencanaan keuangan, terutama bagi Pegawai Negeri Negeri Sipil 

(PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), 

pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan swasta/asing yang akan 

memasuki masa pensiun. Proses pengarahannya memang dapat menjadi 

tantangan, terutama karena usia pensiun yang minimal 60-70 tahun seringkali 

membuat calon nasabah cenderung sulit memahami sistematika pembiayaan. 

Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya harus memastikan para staf memiliki 

kemampuan komunikasi yang baik dalam memberikan penjelasan kepada 

calon nasabah. Ketidakmapuan calon nasabah dalam memahami sistematika 

pembiayaan pensiun akan pada kelancaran proses pembiayaan.  

Berdasarkan survey yang telah peneliti lakukan kepada Novita 

Anggraini selaku CBRM BSI KC Bandar Jaya menyatakan bahwa tujuan 

program pembiayaan pensiun adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan 

para pensiun yang kekurangan atau membutuhkan dana untuk memenuhi 

kebutuhannya, seperti diketahui para pegawai negeri yang telah memasuki 

masa pensiun memiliki pendapatan yang relatif kecil dibandingkan saat 

pegawai tersebut masih aktif bekerja sebagai pegawai negeri sipil atau 

karyawan BUMN/BUMD. Oleh karena itu pembiayaan pensiun ini cukup 

diminati oleh pensiunan khususnya. Namun pada tahun 2022 pembiayaan 

                                                           
9
 Aditya Niko Pratama,  Pengaruh Kualitas Pelayanan…, h. 22.  
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pensiun menurun disebabkan karena pengguna pembiayaan pensiun umumnya 

nasabah yang berusia lanjut sehingga banyak nasabah yang tidak memahami 

penerapan pembiayaan pensiun secara rinci.
10

 

Berdasarkan hasil dokumentasi yang telah dilakukan mengenai 

perkembangan pembiayaan pensiun pada BSI KC Bandar Jaya maka disajikan 

pada tabel berikut : 

Tabel 1.1  

Perkembangan Pembiayaan Pensiun BSI KC Bandar Jaya 

Tahun Nasabah  Pencairan  

2020 4  Rp        502.000.000  

2021 14  Rp     2.307.800.000  

2022 12  Rp     1.380.250.000  

Jumlah 30  Rp     4.190.050.000  

Sumber : Dokumentasi BSI KC Bandar Jaya 

Berdasarkan pada tabel 1.1 diatas dapat dipahami bahwa aktivitas 

pembiayaan pensiun pada tahun 2020 diperoleh nasabah sebanyak 4 nasabah 

dengan total pencairan sebanyak Rp. 502,000.000, pada tahun 2021 meningkat  

sebanyak 14 nasabah dengan jumlah pencairan sebanyak Rp. 2.307.800.000 

pada tahun 2022 jumlah nasabah sebanyak 12 nasabah dengan jumlah 

pencairan sebesar Rp. 1.380.000.000.  Berdasarkan uraian tersebut maka 

diperoleh jumlah nasabah dari tahun 2020-2022 sebanyak 30 nasabah dengan 

jumlah pembiayaan sebesar Rp. 4.190.050.000.  

Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya pada kenyataan di 

lapangan dalam kegiatan pemberian terdapat suatu permasalahan yang 

berdampak pada kurangnya pemahaman calon nasabah dalam pembiayaan 

                                                           
10

 Hasil Wawancara yang dilakukan kepada Novita Anggratini selaku CBRM Bank Syariah 

Indonesia KC Bandar Jaya Pada 24 November 2023. 



7 

 

 

pensiun. Permasalahan tersebut yaitu perbedaan perspektif nasabah tentang 

prosedur pemberian pembiayaan pensiun, proses pembiayaan pensiun yang 

cukup lama, informasi yang kurang jelas mengenai persyaratan yang harus 

dipenuhi oleh nasabah dan mekanisme pemberian pembiayaan pensiun yang 

kurang dipahami oleh nasabah pensiun yang mayoritas sudah memiliki usia 

lanjut sehingga butuh penjelasan yang ekstra.  

Berdasarkan hasil survey dan uraian permasalahan yang terjadi pada 

pembiayaan pensiun dengan akad murabahah pada Bank Syariah Indonesia 

(BSI) KC Bandar Jaya dari segi penerapannya masih banyak nasabah yang 

kurang memahami mekanisme proses pembiayaan pensiun karena mayoritas 

nasabah sudah memiliki lanjut usia sehingga butuh penjelasan yang ekstra. 

Selain itu adanya informasi yang kurang jelas mengenai persyaratan yang 

harus dipenuhi oleh nasabah. Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik 

membahas masalah ini lebih dalam, dalam bentuk skripsi dengan judul 

“Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pensiun di Bank 

Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Jaya”. 

B. Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan maka pertanyaan 

penelitian ini yaitu : Bagaimana penerapan Pembiayaan Pensiunan dengan 

akad murabahah di Bank Syariah Indonesia  (BSI) Kantor Cabang Bandar 

Jaya?  
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Untuk 

menguraikan penerapan Pembiayaan Pensiunan dengan akad murabahah 

di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Bandar Jaya. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis 

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu ekonomi Islam dan 

menambah kajian ilmu ekonomi untuk mengetahui Penerapan Akad 

Murabahah dalam Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Indonesia 

Kantor Cabang Bandar Jaya. 

b. Secara Praktis 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme 

pembiayaan Pensiunan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor 

Cabang Bandar Jaya. 

D. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan adalah bagian menunjukkan perbedaan dan 

persamaan antara peneliti yang sudah dilakukan dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti sehingga terlihat perbedaan dengan penelitian sebelumnya, 

berikut ini merupakan rincian perbandingan antara penelitian-penelitian 

terdahulu:  
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1. Penelitian pertama  Fanni Yunita Sri Rejeki, dalam penelitiannya yang 

berjudul Akad Pembiayaan Murabahah Dan Praktiknya Pada PT Bank 

Syariah Mandiri Cabang Manado dengan metode deskriptif kualitatif. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa prosedur dan persyaratan dalam 

penyaluran dana berupa Akad Pembiayaan Murabahah di PT. Bank 

Syariah Mandiri Cabang Manado, tidak hanya dilakukan berdasarkan 

ketentuan Hukum Islam, melainkan juga berdasarkan ketentuan Hukum 

Perbankan Syariah, serta ketentuan khusus yang diterapkan di PT. Bank 

Syariah Mandiri, yakni negosiasi Pembiayaan Murabahah antara calon 

nasabah dengan Bank Syariah, kemudian dilanjutkan dengan pemenuhan 

kelengkapan dokumen yang diperlukan.
11

  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis adalah penelitian lebih berfokus pada prosedur dan persyaratan 

dalam penyaluran dana berupa akad pembiayaan murabahah, sedangkan 

dalam penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penerapan akad 

murabahah dalam pembiayaan pensiunan. Dimana didalamnya selain 

menjelaskan mengenai mekanisme pembiayaan pensiunan juga 

menganalisis kesesuaian akad murabahah yang diterapkan dengan fatwa 

DSN MUI Nomor 04/DSNMUI/IV/2000 tentang murabahah.  

2. Penelitian kedua Latifatul Hanik Barokah dalam penelitiannya yang 

berjudul analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal 

Usaha Di Baitul Mal Wa Tamwil Istiqomah Karang Rejo Tulung Agung 

                                                           
11

 Fanny Yunita Sri Rejeki,  “Akad Pembiayaan Murabahah Dan Praktiknya Pada PT Bank 

Syariah Mandiri Cabang Manado”. Lex Privatum, Vol. 1 No. 2 (April 2013), h. 30.  
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dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

penerapan akad murabahah pada BMT Istiqomah tidak menggunakan 

murabahah murni, melainkan menggunakan perpaduan dengan akad lain 

yaitu wakalah. Karena pada kenyataannya pihak BMT mempunyai 

kelemahan dalam penyediaan barang yang diinginkan oleh nasabah. Maka 

dari itu pihak BMT mempunyai cara untuk memberikan uang kepada 

nasabah agar nasabah tersebut bisa membeli barang sesuai yang diinginkan 

dan pada intinya pihak BMT mempercayakan seutuhnya kepada nasabah 

untuk membeli barang tersebut.
12

   

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis terletak pada fokus penelitiannya. Dimana pada penelitian ini 

fokus penelitian adalah pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan 

modal usaha, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis adalah penerapan akad murabahah dalam pembiayaan pensiunan. 

Dimana didalamnya selain menjelaskan mengenai mekanisme pembiayaan 

pensiunan juga menganalisis kesesuaian akad murabahah yang diterapkan 

dengan fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

murabahah. 

3. Penelitian ketiga Lely shofa imama dalam penelitiannya yang berjudul 

Konsep Dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank 

Syariah dengan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitiannya 

disimpulkan bahwa semua jenis transaksi pada umumnya diperbolehkan 

                                                           
12

 Latifatul Hanik Barokah, “Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Usaha 

Di Baitul Mal Wa Tamwil Istiqomah Karang Rejo Tulung Agung”. Skripsi, (Program Sarjana 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Tulung Agung, 2018), h. 106.   
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sepanjang tidak mengandung unsur riba, maysir, dan gharar. Jika bai‟ 

fudhuli termasuk kategori gharar, maka perbankan syariah dalam 

melaksanakan murabahah telah terjebak di dalamnya, karena kontrak 

murabahah pada umumnya ditandatangani sebelum bank ’mendapatkan’ 

barang yang dipesan oleh nasabah dan melimpahkan segala konsekuensi 

pengadaan barang kepada nasabah. Hal yang demikian juga menegaskan 

bahwa peran bank syariah lebih sebagai pembiayaan, bukan penjual 

barang. Kontrak penjualan adalah sekedar formalitas, karena secara de 

facto bank sama sekali tidak mengambil resiko penjualan yang menjadi 

kompensasi penambahan laba sehingga penambahan yang dikaitkan 

dengan harga barang merupakan tambahan berdasarkan pembayaran 

tertunda, yang secara tidak langsung mengakui prinsip time value of 

money.
13

   

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis adalah penelitian ini lebih menjelaskan mengenai bagaimana 

pelaksanaan akad murabahah secara umum, sedangkan dalam penelitian 

yang akan dilakukan penulis adalah penerapan akad murabahah dalam 

pembiayaan pensiunan. Dimana didalamnya selain menjelaskan mengenai 

mekanisme pembiayaan pensiunan juga menganalisis kesesuaian akad 

murabahah yang diterapkan dengan fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-

MUI/IV/2000 tentang murabahah. 

                                                           
13

 Lely Shofa Imama, “Konsep Dan Implementasi…,h. 245.  



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Akad Pembiayaan Murabahah 

1. Pengertian Akad Murabahah  

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal denan tambahan 

keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam 

murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada 

pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.
1
 

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pasal 20 ayat 6 

mendefinisikan murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan 

yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan 

melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan 

barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan 

atau laba bagi shahib almal dan pengambilannya dilakukan secara tunai 

atau angsur.
 
 Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka 

waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika 

telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.
2
 

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dana dari pemilik 

modal, baik lembaga keuangan syariah maupun bank syariah kepada 

nasabah untuk membeli barang dengan menegaskan harga belinya barang 

                                                           
1
 Heri Sudarsono, Op. Cit., h. 71  

2
 Adiwarman Karim, Bank Islam, (Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2013), h. 98 
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dan pembeli (nasabah) akan membayarnya dengan harga yang lebih, 

sebagai keuntungan pemilik modal sesuai yang disepakati bersama. 

2. Landasan Hukum Murabahah 

Landasan hukum murabahah terdapat dalam Al-Qur’an dan Al-

Sunnah, dasar hukum diperbolehkannya jual beli murabahah berdasarkan 

ayat-ayat jual beli, tersebut adalah:
3
 

                           

                            

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka 

di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. 

(Q.S. An-Nisa : 29).
4
 

 

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa jangan mengambil harta 

orang lain dengan cara yang haram dalam jual beli, jangan pula dengan 

cara yang riba, jgi, merampas dan penipuan. Akan tetapi dibolehkan bagi 

kalian untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara dagang yang 

lahir dari keridhaan dan keikhlasan dari kedua belah pihak. 

 

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah 

Rukun jual beli murabahah sama halnya dengan jual beli pada 

umumnya, yaitu adanya pihak penjual, pihak pembeli, barang yang dijual, 

harga dan akad atau ijab Kabul.
5
  

                                                           
3
 Ibid., 98. 

4
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2006), 65 

5
 Ibid., Adiwarman Karim, Bank Islam. 99. 
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Sementara syarat jual beli murabahah adalah:
6
 

a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah. 

b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. 

c. Kontrak harus bebas dari riba. 

d. Pembeli harus mengetahui harga awal barang yang menjadi objek jual 

beli. 

e. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas 

barang sesudah pembelian. 

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (b), (e) tidak dipenuhi, pembeli 

memiliki pilihan.
7
 

Selain syarat-syarat diatas, dalam kitab badai’ al-shanai disebutkan 

syarat lain, bahwa dalam jual beli murabahah, akad pada jual beli yang 

pertama harus akad atau transaksi yang sah. Zakariya al-Ansari, dalam 

kitab Asna al-Mathalib menyebutkan bahwa masing-masing pihak harus 

mengetahui secara spesifik tentang ukuran dan jenis barang. Artinya jenis, 

ukuran, dan jumlah barang harus diketahui oleh masing-masing pihak 

yang melakukan transaksi.
8
 

Secara singkat, syarat-syarat jual beli murabahah adalah sebagai 

berikut:
9
 

a. Para pihak yang berakad harus cukup umur dan tidak dalam keadaan 

terpaksa. 

                                                           
6
 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 

2011), h. 102 
7
 Muhammad Syafi’I Antonio, Op. Cit., h. 102 

8
 Ibid., h. 62 

9
 Ibid., h. 62 
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b. Barang yang menjadi objek transaksi adalah barang yang halal serta 

jelas ukuran, jenis, dan jumlahnya. 

c. Harga barang harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan 

komponen keuntungan) dan mekanisme pembayarannya disebutkan 

dengan. 

d. Pernyataan serah terima dalam ijab Qabul harus dijelaskan dengan 

menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang terlibat dalam akad. 

4. Fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah 

Murabahah dalam bank syariah.
10

 

a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. 

b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. 

c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang 

telah disepakati kualifikasinya. 

d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 

sendiri, pembelian ini harus sah dan bebas riba. 

e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. 

f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) 

dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kajian 

ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada 

nasabah berikut biaya yang diperlukan. 

                                                           
10

 Djoko Muljono, Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Andi Offset, 

2015), h 145 



16 

 

 

g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada 

jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 

h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 

tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus yang telah 

disepakati. 

i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang 

dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah 

barang, secara prinsip, menjadi milik bank. 

 Murabahah kepada nasabah 

a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang 

atau aset kepada bank. 

b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih 

dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. 

c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah, dan 

nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan janji yang telah 

disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat kemudian 

kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. 

d. Dalam jual beli ini bank diperbolehkan meminta nasabah untuk 

membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal 

pemesanan. 

e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil 

harus dibayar dari uang muka tersebut. 
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f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh 

bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. 

g. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang 

muka, maka: 

h. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal 

membayar sisa harga. 

i. Jika nasabah batal membeli uang muka menjadi milik bank maksimal 

sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan 

tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi 

kekurangannya. 

5. Prosedur Pembiayaan Murabahah      

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04 DSN-

MUI/IV/2000 tentang murabahah, akad pembiayaan murabahah terlaksana 

dengan kedatangan nasabah ke bank syariah indonesia untuk mengajukan 

permohonan pembiayaan murabahah dan janji pembelian suatu barang 

kepada bank.
11

 

Setelah melihat kelayakan nasabah untuk menerima fasilitas 

pembiayaan tersebut, maka bank menyetujui permintaannya. Bank 

membelikan barang yang diperlukan nasabah. Bank kemudian 

menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya 

sesuai dengan janji yang telah disepakatinya.
12

 Bank menjual barang 

kepada nasabah pada tingkat harga yang disetujui bersama yang terdiri 

                                                           
11

 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 88 
12

 Ibid.,h. 88 
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dari harga pembelian ditambah margin keuntungan untuk dibayar dalam 

jangka waktu yang telah disetujui.
13

 

Berikut adalah prosedur pembiayaan murabahah melalui beberapa 

langkah tahapan, yang terpenting diantaranya :
14

 

a. Pengajuan permohonan nasabah untuk pembiayaan pembelian barang. 

Nasabah meminta bank melalui form tertulis untuk membeli produk 

tertentu. Dimana klien akan membeli melalui murabahah. Form 

tersebut berisi tentang spesifikasi produk yang diminta, persyaratan 

dokumen, total nilai produk, informasi tentang klien. 

1) Penentuan pihak yang berjanji untuk membeli barang yang 

diinginkan dengan sifat-sifat yang jelas. Pihak bank menjelaskan 

bagaimana produk yang akan dibeli kepada nasabah. 

2) Penentuan pihak yang berjanji untuk membeli tentang lembaga 

tertentu dalam pembelian barang tersebut. Pihak bank bekerjasama 

dengan supplier atau pemasok barang yang akan dijual kepada 

nasabah. 

b. Lembaga keuangan mempelajari formulir atau proposal yang akan 

diajukan nasabah Segala aspek yang berkaitan dengan nasabah yaitu, 

mempelajari posisi klien, seperti jenis bisnis klien, situasi kredit dan 

likuiditasnya, mempelajari produk dari segi ekonomi, gambaran situasi 

umum pasar, yaitu jumlah penawaran dan permintaan produk, 

mempelajari metode penawaran pembelian, seperti biaya operasi 

                                                           
13

 Ibid.,h. 88 
14

 Ibid., h.151-152 
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pembiayaan murabahah, jangka waktu perjanjian, laba pembiayaan dan 

pembayaran angsuran pinjaman, meminta jaminan untuk melindungi 

hak bank dalam mendapatkan kembali uangnya sesuai dengan waktu 

perjanjian. 

c. Lembaga keuangan mempelajari barang yang diinginkan. Apakah 

barang yang diminta bias diperjual belikan atau tidak dan sesuai 

dengan ketentuan syariah atau tidak. 

d. Mengadakan kesepakatan janji pembelian barang. Bank meminta 

pembeli untuk menandatangani kontrak perjanjian pada tahap ini, 

biaya operasi pembiayaan murabahah dan penentuan pembagian laba 

didiskusikan dan disepakati. Bentuk paling umum kontrak pembelian 

bank islam disini adalah pernyataan oleh klien bahwa klien akan 

menyelesaikan perjanjian pembeliannya ketika diberitahukan oleh 

bank bahwa produk telah tersedia. 

1) Mengadakan perjanjian yang mengikat 

2) Membayar sejumlah jaminan untuk menunjukkan kesungguhan 

pelaksanaan janji 

e. Penentuan nisbah keuntungan dalam masa janji 

f. Lembaga keuangan mengambil jaminan dari nasabah pada masa janji 

ini. 

g. Lembaga keuangan mengadakan transaksi dengan penjual barang 

(pemilik pertama).Bank syariah mengadakan transaksi dengan supplier 

sesuai dengan produk yang diminta oleh nasabah. 
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h. Penyerahan dan kepemilikan barang oleh lembaga keuangan. 

i. Transaksi lembaga keuangan dengan nasabah 

1) Penentuan harga barang 

2) Penentuan biaya pengeluaran yang memungkinkan untuk 

dimasukkan ke dalam harga 

3) Penentuan nisbah keuntungan (profit) 

4) Penentuan syarat-syarat pembayaran 

5) Penentuan jaminan-jaminan yang dituangkan. 

  

B. Pembiayaan 

1. Pengertian Pembiayaan 

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 

bank/non bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 

untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu 

tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan merupakan aktivitas 

lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain 

selain lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana 

dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan 

oleh pemilik dana kepada pengguna dana.
15

 

                                                           
15

 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta : Kencana, 2011) 



21 

 

 

Menurut Antonio, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok 

Bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan 

pihak-pihak yang merupakan deficit unit.
16

 

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan bab 1 pasal 

1 No 12 bahwasannya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang 

mewajibkan pihak yang membiayai untuk mengembalikan uang tagihan 

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
17

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pensiun adalah tidak 

bekerja lagi karena masa tugasnya telah selesai
18

 Kata pensiun terkait erat 

dengan apa yang dinikmati oleh pegawai pemerintah, yaitu mendapatkan 

gaji rutin setiap bulan sejak  sampai pensiun meninggal dunia dan sampai 

sang anak beranjak dewasa, dimana gaji pensiun lebih kecil dibandingkan 

dengan gaji masa kerja. Pensiun merupakan istilah umum untuk 

menyatakan pemberian jaminan tunai dalam jangka panjang guna 

menghadapi resiko hari tua, cacat, dan kematian prematur atau kematian 

dini (kematian muda) di kemudian hari. Dengan demikian, pensiun 

tersebut tidak hanya menjamin hari tua, yaitu kehidupan setelah mencapai 
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 Edi Susilo, Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2017), h. 109 
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umur tertentu, tetapi juga jika mengalami cacat tetap total dan meninggal 

dunia sebelum mencapai batas umur yang ditentukan
19

 

Pembiayaan pensiun adalah pembiayaan yang diberikan kepada 

pensiun atau penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen kepada para 

pensiun yang berasal dari lingkungan pensiun karyawan (PNS, TNI, 

POLRI, BUMN, BUMD) dan janda pensiun dengan pembayaran melalui 

pemotongan uang pensiun secara langsung yang diterima oleh bank setiap 

bulannya..
20

 

Berdasarkan uraian diatas pembiayaan pensiun adalah pemberian 

atau penyaluran dana kepada seseorang yang sudah memasuki usia 

pensiun dan memperoleh penghasilan setelah bekerja atau memasuki usia 

pensiun dengan memanfaatkan gaji pensiunnya untuk kebutuhan lainnya 

pasca pensiun dengan kesepakatan yang sudah disepakati oleh pihak bank 

dengan pihak nasabah dengan tujuan pinjam meminjam yang mewajibkan 

pihak nasabah untuk melunasi hutangnya dengan pemotongan gaji pensiun 

setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan imbalan atau bagi hasil. 

2. Unsur-unsur Pembiayaan Pensiun 

Dalam pembiayaan terdapat beberapa unsur-unsur didalamnya 

diantaranya adalah sebagai berikut :
21
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a. Kepercayaan 

Kepercayaan ini adalah memercayakan sejumlah dana untuk 

dikelola nasabah. Kepercayaan ini dapat disalah gunakan bila tidak 

diberikan kepada orang yang benar. Maka dalam proses pembiayaan 

memilih orang yang benar ini jadi unsur yang sangat penting. 

b. Waktu/Masa 

Kepercayaan yang diberikan kepada nasabah mempunyai waktu 

sampai dengan dilunasinya pembiayaan. Dalam pembiayaan sudah 

pasti berjangka sampai pelunasannya. Waktu yang lama akan 

memberikan keuntungan yang lebih besar dari pada jangka waktu yang 

pendek, namun jangka waktu yang lama juga sekaligus memberikan 

probabilitas risiko yang besar, karena kita tidak tahu apa yang akan 

terjadi diwaktu yang akan datang. Maka dalam pembiayaan pemilihan 

jangka waktu yang tepat sangat diperlukan sesuai karakteristik jenis 

pembiayaan yang diajukan nasabah. 

c. Risiko 

Pembiayaan selain berpotensi menghasilkan return juga 

berpotensi menghasilkan return juga berpotensi menimbulkan risiko, 

yaitu akibat yang dapat timbul karena adanya jangka waktu antara 

pemberian pembiayaan dengan pelunasannya disamping kemungkinan 

keuntungan juga kerugian. Risiko ini dapat diperkecil dengan proses 

diawal yang baik dan benar. Lebih baik menolak pembiayaan dengan 
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potensi return besar tetapi berisiko macet besar, daripada 

memberikannya akan tetapi bermasalah di kemudian hari. 

d. Penyerahan 

Penyerahan adalah mengalihkan nilai ekonomi uang/dana, barang 

atau jasa kepada pihak lain, yang dikembalikan pada saat pelunasan 

nilai sama dengan nilai ekonomi uang pada saat pemberian 

pembiayaan. Menyerahkan sejumlah uang pada saat pemberian 

pembiayaan. Menyerahkan sejumlah uang kepada nasabah hanya 

diganti dengan selembar kertas atau beberapa lembar kertas berupa 

jaminan. 

3. Jenis-jenis Pembiayaan  

Secara garis besar, pembiayaan dibagi berdasarkan tujuan 

penggunaannya dan berdasarkan jangka waktunya. Ini adalah pembagian 

pembiayaan secara umum yang biasa dipakai oleh bank.
22

 

a. Pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan:
23

 

1) Pembiayaan Konsumtif 

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang dipakai 

untuk kebutuhan konsumsi, misalnya pembiayaan pembelian 

mobil, motor, rumah, untuk biaya sekolah dan segalanya. 

2) Pembiayaan Produktif 

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang digunakan 

untuk mendanai usaha produktif atau operasional perusahaan, baik 
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itu untuk ekspansi kapasitas perusahaan ataupun untuk menjaga 

cash flow perusahaan-perusahaan selama periode tertentu, dan 

menjaga kelangsungan modal kerja perusahaan. Pembiayaan ini 

dibagi menjadi dua, yaitu: 

a) Pembiayaan Investasi 

Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan untuk pengadaan 

sarana/alat produksi, misalnya untuk pembelian mesin 

produksi, untuk membangun gedung/pabrik baru. 

b) Pembiayaan Modal Kerja 

Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk 

pengadaan bahan baku atau barang yang diperdagangkan. 

Modal kerja adalah modal yang dipakai perusahaan dalam 

jangka pendek. 

b. Pembiayaan berdasarkan jangka waktu: 

1) Jangka Pendek (<1 tahun) 

Pembiayaan dengan jangka waktu satu tahun atau kurang dari 

itu dikategorikan pembiayaan jangka pendek. Karena salah satu 

periode akuntansi adalah satu tahun. Pembiayaan jenis ini pada 

umumnya berbentuk fasilitas rekening Koran pada bank umum, 

atau yang paling populer saat ini adalah kartu kredit. 
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2) Jangka Menengah 

Jangka menengah biasanya berjangka waktu antara 1 tahun 

sampai dengan 3 tahun. Pembiayaan jenis ini biasanya untuk 

pembiayaan konsumtif. 

3) Jangka Panjang (>3 tahun)  

Pembiayaan berjangka waktu diatas 3 tahun saat ini 

mendominasi pembiayaan perbankan di Indonesia. Saat ini bank di 

Indonesia jarang sekali mencairkan pembiayaan berjangka waktu di 

bawah 3 tahun. Bagi bank pembiayaan berjangka waktu diatas 3 

tahun lebih menguntungkan. 

c. Pembiayaan Dilihat dari Segi Jaminan 

1) Pembiayaan dengan Jaminan 

Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan 

yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Agunan atau 

jaminan dapat digolongkan menjadi jaminan perorangan, beban 

berwujud, dan benda tidak berwujud.
24

 

2) Jaminan Perorangan 

Jaminan perorangan merupakan jenis pembiayaan yang 

didukung dengan jaminan seorang (personal securities) atau badan 

sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung jawab 

apabila terjadi wanprestasi dari pihak nasabah. Dalam hal ini 
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nasabah tidak dapat membayar atau melunasi pembiayaannya, 

maka pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin.
25

 

3) Jaminan Benda Berwujud 

Merupakan jaminan kebendaan yang terdiri dari barang 

bergerak maupun tidak bergerak, misalnya kendaraan bermotor, 

mesin dan peralatan, inventaris kantor, dan barang dagangan.
26

 

4) Jaminan Benda Tidak Terwujud 

Beberapa jenis jaminan yang dapat diterima adalah jaminan 

benda tidak terwujud. Benda tidak terwujud antara lain, promes, 

obligasi, saham, dan surat-surat berharga lainnya.
27

 

4. Fungsi Pembiayaan 

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. 

Dikutip dari buku perbankan syariah karya ismail, secara rinci pembiayaan 

memiliki fungsi antara lain.
28

 

a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa. 

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini 

seandainya belum tersedia uang sebagai alat bayaran, maka 

pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang 

dan jasa. 
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b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle 

fund 

Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan 

pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk 

mengatasi antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang 

membutuhkan dana. 

c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga 

Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah 

uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong 

kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan 

berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang 

yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga. 

d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi 

yang ada. 

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan oleh 

bank bank syariah Indonesia memiliki dampak pada kenaikan makro-

ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari 

bank syariah Indonesia, akan memproduksi barang, mengolah bahan 

baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan 

melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya. 
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5. Manfaat Pembiayaan Pensiun 

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank 

syariah Indonesia kepada mitra usaha antara lain: manfaat pembiayaan 

bagi bank, debitur, dan masyarakat luas.
29

 

a. Manfaat Bagi Bank 

1) Diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa 

berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa,  

tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara 

bank syariah Indonesia dengan mitra usaha (nasabah).
30

 

2) Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas 

bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba, dengan adanya 

peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat 

profitabilitas bank. 

3) Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan 

memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk dana dan 

jasa. 

4) Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan 

pegawai untuk lebih memahami secara rinci aktivitas usaha para 

nasabah di berbagai sektor usaha. 
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b. Manfaat bagi debitur 

1) Meningkatkan usaha nasabah, pembiayaan yang diberikan oleh 

bank kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas 

volume usaha. 

2) Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan 

akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya 

3) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan 

dan kemampuan nasabah dalam menyebar kembali 

pembiayaannya, sehingga nasabah dapat mengestimasikan 

keuangannya dengan tepat. 

c. Manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas 

1) Mengurangi tingkat pengangguran.  

2) Melibatkan masyarakat kerja karena adanya peningkatan volume 

produksi. 

3) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan 

pelayanan jasa perbankan misalnya letter of credit, bank garansi, 

kliring dan layanan jasa lainnya. 

 

6. Analisis Pembiayaan 

Analisis pembiayaan merupakan analisis yang dilakukan oleh bank 

syariah Indonesia untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah 

diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan 
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pembiayaan, bank syariah Indonesia akan memperoleh keyakinan bahwa 

proyek yang akan dibiayai layak (feasible).
31

 

Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk 

mencegah secara dini kemungkinan terjadinya default oleh nasabah. 

Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi 

bank syariah Indonesia dalam mengambil keputusan untuk 

menyetujui/menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan 

menghasilkan keputusan yang tepat.
32

 Adapun analisis pembiayaan 5C 

sebagai berikut: 

a. Character 

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank 

perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan 

tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan 

untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan hingga 

lunas.
33

 

Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah, 

dapat ditempuh upaya-upaya sebagai berikut.
34

 

1) Meneliti riwayat hidup calon customer. 

2) Meneliti reputasi calon customer tersebut di lingkungan usahanya. 

3) Meminta bank to bank information. 
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4) Mencari informasi apakah calon customer memiliki hobi berfoya-

foya 

b. Capacity  

Analisis terhadap capacity ini diajukan untuk mengetahui 

kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya 

sesuai jangka waktu pembiayaan.
35

 

c. Capital 

Capital atau modal yang perlu disertakan objek pembiayaan 

perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan 

jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang 

akan disertakan dalam proyek yang dibiayai.
36

 

d. Collateral 

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas 

pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran 

kedua. Dalam hal ini nasabah tidak dapat membayar angsurannya, 

maka bank syariah Indonesia dapat melakukan penjualan terhadap 

agunan. Hasil agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua 

untuk melunasi pembiayaan.
37
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e. Condition of Economy 

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian.
38

 Condition 

of economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan 

budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang 

memungkinkan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan 

calon mudharib.
39
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan 

dilapangan atau di lokasi penelitian yang akan dijadikan bahan untuk 

menjadi objek yang akan dibahas oleh peneliti.
1
 

Penelitian lapangan atau field research yaitu penelitian yang 

pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti dilingkungan 

masyarakat atau suatu organisasi. Berdasarkan pemaparan diatas maka 

peneliti akan menggunakan jenis penelitian lapangan dengan 

mengumpulkan data dari organisasi yang berkaitan dengan Penerapan 

Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pensiun Pada Bank Syariah 

Indonesia Kantor Cabang Bandar Jaya). 

2. Sifat Penelitian 

Metode penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif  kualitatif. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, 

peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif 

memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat 

penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha 
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mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian 

tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.
2
 

Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang pengumpulan 

datanya dari suatu peristiwa yang akan diteliti dengan maksud menafsirkan 

fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah instrumen kunci.
3
 Maksud 

deskriptif  kualitatif dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan atau 

menggambarkan mengenai Penerapan Akad Murabahah dalam 

Pembiayaan Pensiun Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar 

Jaya). 

 

B. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Sumber Data Primer   

Sumber data primer yaitu data pokok yang diperoleh dari lapangan 

secara langsung.
4
 Dalam penelitian ini sumber data primernya yakni data 

yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari 4 karyawan yaitu Bapak 

Ulung Muhara selaku  manajer, Junaini Amalia selaku Account Officer, 

Indra selaku BOSM, Novita Anggraini selaku CBRM (Unit Pembiayaan 

Konsumer) Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Jaya terkait 

pembiayaan pensiun pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar 

Jaya. 
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2. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, atau lewat dokumen.
27

 Dalam 

penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah jurnal, literatur, 

dokumen atau data yang berhubungan dengan penelitian.  

 

C. Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara (Interview) 

Wawancara (interview) ialah suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan 

kepada narasumber (informasi atau informan kunci) untuk mendapat 

informasi yang mendalam.
5
  

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara terbuka terkait 

penerapan akad murabahah dalam pembiayaan pensiun di Bank Syariah 

Indonesia Kantor Cabang Bandar Jaya. Wawancara yang dilakukan 

peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi 

jawabannya dengan Bapak Ulung Muhara selaku  manajer, Junaini Amalia 

selaku Account Officer, Indra selaku BOSM, Novita Anggraini selaku 

CBRM (Unit Pembiayaan Konsumer) Bank Syariah Indonesia Kantor 

Cabang Bandar Jaya.  
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2. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu mencari data, mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku agenda, dan sebagainya.
6
 Dalam 

penelitian ini data yang dicari berbentuk dokumentasi, pencatatan materi, 

meminta data-data diperlukan untuk penelitian. Dokumentasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain: latar belakang, berdirinya 

profil, visi dan misi, struktur organisasi yang ada pada Bank Syariah 

Indonesia  Kantor Cabang Bandar Jaya. 

 

D. Analisis Data 

Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah 

bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, 

selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu.
7
 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan cara 

berfikir induktif yaitu cara yang digunakan penulis dalam menganalisis data. 

Adapun berfikir induktif yang berangkat dari informasi serta fakta-fakta yang 
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khusus dan konkrit, peristiwa konkret, kemudian dari fakta dan peristiwa yang 

khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat 

umum.
8
 

Berdasarkan keterangan tersebut, maka dalam menganalisa data peneliti 

menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian 

data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang 

berangkat dari informasi serta fakta-fakta yang ada dilapangan tentang 

Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan pensiun pada Bank Syariah 

Indonesia Kantor Cabang Bandar Jaya. 

Analisis data mengacu pada Penerapan Akad Murabahah dalam 

Pembiayaan Pensiun pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar 

Jaya. Setelah data terkumpul, maka diambil kesimpulan menggunakan metode 

induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju yang 

umum. Metode tersebut digunakan untuk Penerapan Akad Murabahah dalam 

Pembiayaan Pensiun pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar 

Jaya yang selanjutnya digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum. Data-data 

yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis 

data deskriptif kualitatif. Oleh, karena itu teknik analisis data yang peneliti 

lakukan yaitu: 

1. Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data adalah teknik analisis dalam 

mengumpulkan data atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan 

                                                           
8
 Sutrisno, Metode Research, Jilid 1, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), h. 42. 
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informasi atau fakta-fakta dari berbagai sumber bacaan seperti buku, 

jurnal, skripsi, artikel, tesis, undang-undang dan website resmi. 

2. Reduksi Data 

 Reduksi data adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di 

lapangan (observasi dan wawancara) baik proses pemilihan atau 

merangkum, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, memilih hal-hal 

pokok, dan fokus pada hal-hal penting yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya perincian dengan teliti. 

Mereduksi data artinya membuat suatu rangkuman pada hal yang pokok 

saja dan tidak mengambil data yang tidak penting. Data yang diambil dari 

hasil reduksi data akan memberikan keterangan yang jelas, sehingga 

peneliti mudah untuk melakukan langkah berikutnya. 

3. Penyajian Data 

 Penyajian data merupakan suatu kegiatan dalam memperoleh 

sekumpulan informasi yang disusun sehingga memberikan kemungkinan 

akan adanya pengambilan tindakan dan menarik kesimpulan terhadap 

pembuatan laporan hasil penelitian agar data yang terkumpul sehingga 

dapat dianalisis. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori dan sejenisnya 

berkaitan dengan masalah perlakuan akuntansi praktik Pada Penerapan 

Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pensiun pada Bank Syariah 

Indonesia Kantor Cabang Bandar Jaya. penyajian data ini menyajikan hasil 

yang diperoleh pada tahap wawancara, untuk memahami dan 
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merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami 

sebelumnya. 

4. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini merupakan data-data dari 

teknik analisis deskriptif kualitatif. Data-data yang telah dikumpul 

dianalisis, diklasifikasikan dan ditelaah lebih lanjut. Sehingga kesimpulan 

adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk memperoleh suatu 

tindakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya  

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, merupakan dampak positif dari 

krisis ekonomi moneter yang telah berlangsung pada tahun 1997-1998. 

Krisis ekonomi ini berlangsung mulai Juli 1997 yang kemudian disusul 

dengan adanya krisis multidimensi, sehingga memberikan dampak negatif 

yang sangat hebat bagi kehidupan masyarakat tak terkecuali dunia usaha. 

Kondisi tersebut menjadikan perbankan nasional didominasi oleh bank-

bank konvensional yang mengalami krisis moneter yang sangat luar biasa. 

Hingga akhirnya pemerintah memberikan tindakan dengan cara 

merestrukturisasi dna merekapitulasi sebagian bank-bank yang ada di 

seluruh Indonesia. 

Secara bersamaan pemerintah melakukan merger antara empat bank 

yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo 

untuk menjadi satu bank baru dengan nama PT Bank Mandiri (Persero) 

pada tanggal 13 Juli 1999. Kebijakan tersebut menetapkan PT Bank 

Mandiri (Persero) sebagai pemilik mayoritas baru.
1
 

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri 

melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan 

Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan 

                                                           
1
 Dokumentasi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya pada 10 November 2023. 
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dalam bidang perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, 

sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang 

memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual 

banking system). 

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa 

pemberlakuan Undang-Undang tersebut merupakan momentum yang tepat 

untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional 

berubah menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan 

Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, 

sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi 

bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank 

Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, 

SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB 

menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia 

melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. 

Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank 

Indonesia No 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama 

menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan 

legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi 

sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.
2
 

PT Bank Syariah Mandiri hadir menjadi sebuah bank yang mampu 

memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang berlandaskan 

                                                           
2
 Dokumentasi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya pada 10 November 2023. 
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di dalam kegiatan usahanya. Hal ini menjadi salah satu keunggulan Bank 

Syariah Mandiri dalam industri perbankan di Indonesia. Bank Syariah 

Mandiri menjadi lembaga intermediasi yang memiliki peluang untuk 

mengambengkan bisnis dalam pembiayaan mikro dengan tujuan yang 

fleksibel dan produktif demi mendukung potensi pasar pembiayaan mikro 

yang luas.
3
 

Penggabungan bank syariah kembali lagi terjadi dan diresmikan 

pada tanggal 1 Februari 2021 oleh Presiden Joko Widodo. Penggabungan 

tersebut terdiri dari tiga bank besar yaitu PT Bank Rakyat Indonesia 

Syariah Tbk, PT Bank Negara Indonesia Syariah, dan PT Bank Mandiri 

Syariah merger menjadi PT Bank Syariah Indonesia. Berdirinya BSI 

diresmikan melalui surat yang dikeluarkan oleh OJK. Surat ini dirilis 

dengan Nomor:SR-3/PB.1/2021 perihal Pemberian Izin Penggabungan. 

Dengan dikeluarkannya surat tersebut maka semakin menguatkan posisi 

BSI untuk melakukan aktivitas perbankan yang berlandaskan pada konsep 

syariah dan penggabungan dari tiga bank pembentuknya.
4
 

 

2. Visi dan Misi Bank Syariah KC Bandar Jaya  

Kegiatan operasional Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya  

tentunya tidak terlepas dari visi dan misi. Adapun visi dan misi Bank 

Syariah Indonesia KC Bandar Jaya  yaitu :
 5

 

 

                                                           
3
 Dokumentasi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya pada 10 November 2023. 

4
 Dokumentasi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya pada 10 November 2023. 

5
 Dokumentasi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya pada 10 November 2023. 
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a. Visi 

Dalam rangka mengatasi permasalahan serta tantangan yang 

dihadapi dimasa yang akan datang sekaligus meningkatkan operasional 

Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya , maka visi Bank syariah 

Indonesia yaitu “Top 10 Global Islamic Bank”. Misi ini diusung oleh 

Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan tekad dan ambisi bank 

tersebut untuk menjadi salah satu dari sepuluh bank syariah terkemuka 

secara global. Visi ini mencerminkan komitmen untuk mencapai 

prestasi tinggi di tingkat internasional dalam industri perbankan 

syariah. 

b. Misi 

1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. 

2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para 

pemegang saham. 

3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan pada talent terbaik di 

Indonesia. 

 

3. Struktur Organisasi Bank Syariah KC Bandar Jaya 

Berikut ini struktur organisasi Bank Syariah Indonesia (BSI) KC 

Bandar Jaya :
6
 

 

 

 

                                                           
6
 Dokumentasi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya pada 10 November 2023. 
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Gambar 4.1  

Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya 
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Berikut ini adalah keterangan dari masing-masing job description 

(tugas dan tanggung jawab) jabatan pada Bank Syariah Indonesia KC 

Bandar Jaya : 

1. Branch Manager 

Branch manager bertanggung jawab atas keseluruhan 

operasional dan kinerja cabang. Mengelola sumber daya manusia, 

anggaran, dan pencapaian target cabang. Mengembangkan strategi 

untuk meningkatkan penjualan dan layanan kepada nasabah. 

Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prinsip syariah. 

2. Micro Banking Manager 

Micro banking manager bertugas dan bertanggung jawab 

mengelola dan mengembangkan bisnis mikro perbankan. Merancang 

program dan strategi untuk meningkatkan penetrasi pasar mikro. 

Memastikan pematuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam produk 

mikro 

3. Branch Operational Service Manager  

Bertugas untuk mengawasi operasional harian cabang.  

Menyusun dan melaksanakan prosedur operasional.  Mengelola staf 

operasional dan memberikan pelatihan jika diperlukan.  Melibatkan 

diri dalam pengembangan produk dan layanan baru.  
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4. Funding Transaction Staff  

Bertugas untuk menangani transaksi pendanaan dan penarikan 

dana nasabah.  Memastikan keakuratan dan keamanan transaksi.  

Menangani pertanyaan dan permintaan nasabah terkait transaksi.  

5. Customer Banking Retail Manager  

Bertugas untuk menangani dan mengelola layanan perbankan 

ritel.  Mengembangkan strategi penjualan dan pemasaran untuk produk 

perbankan ritel.  Memimpin tim penjualan dan mengawasi pencapaian 

target penjualan. 

6. Customer Service Supervisor  

Bertugas untuk mengawasi staf layanan pelanggan.  

Menyediakan pelatihan dan arahan kepada staf layanan pelanggan.  

Menangani pertanyaan dan masalah nasabah yang kompleks.  

Memastikan pelayanan pelanggan yang optimal. 

7. Operation Staff   

Bertugas untuk melakukan tugas operasional harian, seperti 

pengelolaan dokumen dan data.  Membantu dalam pelaksanaan 

prosedur operasional.  Menangani tugastugas administratif sesuai 

kebijakan bank. 

8. Account Officer  

Bertugas untuk membangun dan menjaga hubungan dengan 

nasabah.  Menilai kelayakan kredit dan memberikan rekomendasi 

pembiayaan.  Memonitor dan mengelola portofolio nasabah.  
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9. CSR (Customer Service Representative)  

Bertugas untuk memberikan pelayanan kepada nasabah di meja 

pelayanan. Menangani pertanyaan dan permintaan nasabah.  

Menjelaskan produk dan layanan perbankan kepada nasabah. 

10. Teller  

Bertugas untuk menangani transaksi kas, seperti setoran dan 

penarikan tunai.  Memastikan keakuratan dan keamanan transaksi.  

Memberikan layanan dan informasi kepada nasabah di counter. 

11. CSE (Customer Service Executive)  

Bertugas untuk menangani pertanyaan kompleks dan masalah 

nasabah.  Menyediakan solusi atas kebutuhan nasabah.  Membantu 

dalam penjualan produk dan layanan perbankan.  

12. RSE (Relationship Service Executive)  

Berugas untuk Membangun hubungan dengan nasabah.  

Menawarkan produk dan layanan perbankan sesuai kebutuhan 

nasabah.  Memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan profil 

nasabah. 

13. Driver  

Bertugas untuk  Mengemudi kendaraan bank sesuai kebutuhan.  

Menjaga kebersihan dan keamanan kendaraan.  Melaksanakan tugas 

pengantaran atau pemindahan dokumen jika diperlukan.  
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14. Security  

Bertugas untuk  menjaga keamanan dan keselamatan di area 

cabang.  Melakukan patroli dan pemantauan keamanan.  Menanggapi 

insiden keamanan dan mengambil tindakan yang diperlukan.  

15. Pramubakti  

Bertugas untuk  menangani kegiatan pemasaran dan promosi 

bank. Terlibat dalam kegiatan komunitas dan sosial sebagai 

representasi bank.  Mendukung upaya pemasaran produk dan layanan 

bank. 

 

B. Analisis Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pensiun di 

Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya  

 

Pembiayaan pensiun dengan akad murabahah pada Bank Syariah 

Indonesia KC Bandar Jaya  melibatkan mekanisme yang terstruktur dan 

memastikan proses pembiayaan pensiun berjalan dengan baik. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan mengenai mekanisme pembiayaan pensiun 

dengan akad murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya 

peneliti telah melakukan wawancara kepada Bapak Ulung Muhara selaku 

Manajer Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya menyatakan bahwa : 

“Implementasi pembiayaan dana pensiun dengan murabahah pada BSI 

Bandar Jaya  tentunya mengacu pada Fatwa DSN MUI. Pembiayaan 

dana pensiun dengan akad murabahah disini diawali dengan beberapa 

proses. Ada pengajuan, verifikasi data, penilaian pembiayaan, evaluasi 

pembiayaan, pembukuan pembiayaan dan penyaluran pembiayaan. 

Pada tahap pengajuan disini calon nasabah datang ke bank untuk 

melakukan permohonan pembiayaan. Selain itu nasabah membawa 

persyaratan untuk melakukan pengajuan pembiayaan. Tahap verifikasi 

data disini bank melakukan pengecekan keaslian data dan dokumen 

yang telah disetorkan oleh nasabah. Penilaian pembiayaan dilakukan 
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dengan memperhatikan 5c seperti pembiayaan pada umumnya. Namun 

fokus untuk pembiayaan dana pensiun hanya character, capital dan 

collateral. Evaluasi pembiayaan dan keputusan pembiayaan disini 

dilakukan pengecekan ulang dokumen dan kelayakan pembiayaan. Jika 

dinyatakan layak maka pembiayaan akan direalisasikan. Administrasi 

dan pembukuan pembiayaan disini bank memberikan surat keputusan 

pembiayaan, akad pembiayaan, pengikatan jaminan dan asuransi 

agunan. Proses terakhir yaitu realisasi pembiayaan.”
 7

 

 

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Junaini Amalia selaku AO 

Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya menyatakan bahwa : 

“Implementasi pembiayaan dana pensiun di bank syariah Indonesia 

Cabang Bandar Jaya  di sini kita harus mengacu sesuai dengan fatwa 

DSN MUI. Ada beberapa tahap dalam proses pembiayaan dana pensiun 

dengan akad murabahah pertama itu diawali dengan permohonan 

pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh calon nasabah kedua ada 

verifikasi data selanjutnya ada penilaian pembiayaan evaluasi 

pembiayaan penyaluran pembukuan pembiayaan dan penyaluran 

pembiayaan. Untuk tahap pertama di sini nasabah harus datang ke bank 

dan memberikan permohonan untuk pengajuan pembiayaan serta 

membawa dokumen-dokumen yang berkaitan untuk syarat pengajuan 

pembiayaan selanjutnya menggunakan 5c. Selanjutnya apabila sudah 

dilakukan analisa perlu dilakukan pengecekan kembali atau evaluasi 

pembiayaan hingga terjadinya realisasi pembiayaan di sini dilakukan 

pengecekan ulang antara dokumen-dokumen yang sudah disetorkan 

oleh nasabah dengan kondisi asli dari nasabah itu tadi selanjutnya 

apabila dokumen-dokumen ini dirasa sudah cukup dan sudah benar 

maka pembiayaan dapat direalisasikan. Selanjutnya Tahap terakhir 

yaitu administrasi pembukuan pembiayaan di sini pihak bank 

memberikan keputusan pembiayaan ini disetujui atau tidak dari 

keputusan pembiayaannya akan pembiayaan yang digunakan itu apa 

misalkan kalau menggunakan akad murabahah berarti sistematika 

pembiayaannya sesuai dengan akad murabahah selanjutnya pengikatan 

jaminan pengikatan jaminan ini berupa bentuknya SK dari dana 

pensiun. Selanjutnya proses realisasi pembiayaan proses realisasi 

pembiayaan ini yaitu pencairan pembiayaan umumnya bisa dilakukan 

selama 3 hari atau maksimal 14 hari kerja.”
 8

 

 

                                                           
7
 Hasil Wawancara Kepada Bapak Ulung Muhara selaku Manajer Bank Syariah Indonesia 

(BSI) KC Bandar Jaya pada 6 November 2023. 
8
 Hasil Wawancara Kepada Ibu Junaini Amalia selaku AO Bank Syariah Indonesia (BSI) 

KC Bandar Jaya pada 6 November 2023. 
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Pendapat yang selaras dikemukakan oleh Bapak Indra selaku BOSM 

Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya menjelaskan bahwa : 

“Sistematika pembiayaan dana pensiun dengan menggunakan akad 

murabahah di sini ada beberapa tahap yang pertama itu tahap 

permohonan nasabah untuk mengajukan pembiayaan yang kedua ada 

penyelidikan berkas atau verifikasi data. Kemudian ada penilaian 

kelayakan pembiayaan evaluasi dan keputusan pembiayaan dan yang 

terakhir administrasi dan pembukuan dan yang terakhir ada realisasi 

pembiayaan pada tahap permohonan pembiayaan di sini nasabah 

membuat permohonan pembiayaan serta menyiapkan dokumen-

dokumen yang digunakan untuk pengajuan pembiayaan dana pensiun 

dengan akad murabahah selanjutnya untuk tahap penyelidikan data dan 

verifikasi di sini baru mengecek keaslian dan kebenaran dari dokumen-

dokumen yang diserahkan oleh nasabah dilanjutkan dengan analisa 5C. 

Tahap evaluasi dan keputusan pembiayaan di sini yang memutuskan 

yaitu manajer unit pembiayaan atas dasar persetujuan dari branch 

manager dan manajer area pusat. Jika pembiayaan disetujui CBRM 

melakukan penginputan data dokumen yang telah sesuai setelah 

mendapatkan persetujuan dari manajer maka CBRM akan membuatkan 

surat persetujuan pemberian pembiayaan atau SP3 dan menyusun akad 

pembiayaan kemudian dipersiapkan berkas-berkas pendukung terkait 

administrasi dan membuka biayaan. Selanjutnya tahap administrasi di 

tahap ini ini ada ada 4 step yang pertama adanya surat pemberitahuan 

keputusan pembiayaan di sini berisikan membiaya ini disetujui atau 

tidak selanjutnya jika memang pembiayaan itu disetujui maka 

dilanjutkan dengan akad pembiayaan setelah pencairan pembiayaan 

bank memberikan kuasa kepada nasabah atau mewakilkan kepada 

nasabah untuk pembelian pembelian barang. Jadi setelah nasabah 

mengajukan pembiayaan dan pembiayaan itu disetujui bank kemudian 

mencairkan dana tersebut dan mewakilkan kepada nasabah untuk 

pembelian barang secara langsung kepada supplier nasabah tersebut 

membeli barang dengan atas nama bank selanjutnya setelah pembelian 

diwakilkan selesai dilanjutkan dengan akad murabahah.”
 9

 

 

Pendapat yang dikemukakan sebelumnya selaras dengan pendapat 

Bapak Novita Anggraini selaku CBRM Bank Syariah Indonesia (BSI) KC 

Bandar Jaya menyatakan bahwa :” 

                                                           
9
 Hasil Wawancara Kepada Bapak Indra selaku BOSM Bank Syariah Indonesia (BSI) KC 

Bandar Jaya pada 6 November 2023. 
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“Sistematika pembiayaan dana pensiun dengan akad merubah apa ada 

Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya disini ada beberapa 

tahap yang pertama itu ada tahap pengajuan permohonan pembiayaan, 

nasabah harus memenuhi persyaratan dan dokumen yang sudah 

ditentukan oleh pihak bank ketika ingin melakukan pengajuan 

permohonan pembiayaan selanjutnya tahap penyelidikan berkas dan 

verifikasi data penyelidikan berkas dan verifikasi data ini dilakukan 

agar berkas yang diajukan ini lengkap dan sesuai dengan peraturan jika 

nasabah telah memberikan persyaratan yang lengkap kepada kami 

selanjutnya akan dilakukan pengecekan kelengkapan dan kebenaran. 

Setelah itu dilakukan penilaian dengan prinsip 5C kepada nasabah 

khusus pembiayaan dana pensiun ini difokuskan kepada character 

Capital dan kolateral pada tahap ini juga dilakukan pengecekan 

kecukupan gaji dana pensiun yang akan dipotong guna pembayaran 

angsuran setiap bulannya. Selanjutnya tahap evaluasi dan keputusan 

pembiayaan di sini pada tahap keputusan pembiayaan dilakukan 

musyawarah oleh manajer unit atas dasar persetujuan branch manager 

dan manajer area pusat. Setelah pembiayaan disetujui maka saya 

membuat SP3 serta mempersiapkan berkas-berkas pendukung terkait 

administrasi pembukaan pembiayaan jika persyaratan sudah dirasa 

lengkap analisis sudah di-acc dan dilanjutkan keputusan dari pihak bank 

antara diterima atau ditolak. Jika pembiayaan disetujui maka 

dilanjutkan akad pembiayaan. Realisasi pembiayaan setelah dokumen 

maka selanjutnya pencairan pembiayaan pencairan pembiayaan ini 

pihak bank secara langsung mentransfer jumlah pembiayaan ke 

rekening nasabah selanjutnya nasabah melakukan pembelian barang 

secara langsung kepada supplier sebagai wakil dari bank selanjutnya 

supplier memberikan penyerahan dokumen kepada nasabah dokumen 

yang telah diterima oleh nasabah kemudian diserahkan oleh BSI Setelah 

itu dilakukan akad murabahah antara Bank nasabah kemudian Tahap 

terakhir nasabah melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan 

persetujuan pada saat akad kepada BSI”.
10

 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terkait sistematika 

pembiayaan pensiun dengan akad murabahah maka dapat dipahami bahwa 

sistematika pembiayaan pensiun dengan akad murabahah pada Bank Syariah 

Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya dilakukan dengan melalui beberapa tahap 

permohonan pembiayaan, verifikasi data, penilaian pembiayaan, evaluasi 

                                                           
10

 Hasil Wawancara Kepada Ibu Novita Anggraini selaku CBRM Bank Syariah Indonesia 

(BSI) KC Bandar Jaya pada 6 November 2023. 
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pembiayaan dan keputusan pembiayaan, administrasi dan pembukuan 

pembiayaan dan realisasi pembiayaan.  

Dalam pengajuan pembiayaan pensiun pada Bank Syariah Indonesia 

(BSI) KC Bandar Jaya tentunya hanya diperuntukan bagi kalangan tertentu. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Ulung 

Muhara selaku Manajer Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya 

menyatakan bahwa : 

“Pembiayaan dana pensiun dengan akad murabahah diperuntukkan 

hanya untuk kalangan pensiunan (PNS, TNI, polri, pegawai BUMN dan 

swasta/asing) yang memperoleh penghasilan pensiun bulanan atau 

lainnya yg sifatnya perorangan.”
 11 

 

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Ibu Novita Anggraini selaku 

CBRM Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya menyatakan bahwa : 

“Pembiayaan dana pensiun dengan akad murabahah ini hanya 

diperuntukan untuk para PNS, TNI, POLRI, Pegawai BUMN dan 

Swasta yang memiliki pensiunan.”
 12

 

 

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Ibu Junaini Amalia dan Bapak 

Indra mengenai pembiayaan pensiun hanya diperuntukan PNS, TNI, polri, 

pegawai BUMN dan swasta/asing) yang memperoleh penghasilan pensiun 

bulanan atau lainnya yg sifatnya perorangan.
13

 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai 

peruntukan pembiayaan pensiun dengan akad murabahah pada Bank Syariah 

Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya diperuntukan PNS, TNI, polri, pegawai 

                                                           
11

 Hasil Wawancara Kepada Bapak Ulung Muhara selaku Manajer Bank Syariah Indonesia 

(BSI) KC Bandar Jaya pada 6 November 2023. 
12

 Hasil Wawancara Kepada Ibu Novita Anggraini selaku CBRM Bank Syariah Indonesia 

(BSI) KC Bandar Jaya pada 6 November 2023. 
13

 Hasil Wawancara Kepada Ibu Junaini Amalia selaku AO dan Bapak Indra Selaku 

Marketing Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya pada 6 November 2023. 
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BUMN dan swasta/asing) yang memperoleh penghasilan pensiun bulanan atau 

lainnya yg sifatnya perorangan. 

Pembiayaan dalam sebuah lembaga keuangan tentunya memiliki 

beberapa persyaratan dan ketentuan dalam pengajuan pembiayaan. 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Ulung Muhara 

selaku Manajer Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya menyatakan 

bahwa : 

“Syarat pengajuan pembiayaan pensiun lumayan banyak. Dari kriteria 

nasabah dulu harus cakap hukum, pensiun PNS, TNI, POLRI, BUMN 

atau Asing yang memiliki dana pensiun bersifat perorangan, pada saat 

jatuh tempo nasabah berusia 70 tahun dan tentunya bersedia 

memindahkan pembayaran pensiun bulanannya melalui BSI. Kalau 

untuk syarat administrasi ada permohonan pembiayaan, SK pensiun, 

fotocopy gaji 3 bulan terakhir, fotocopy KTP, fotocopy kartu identitas 

pensiun (KARIP), akta nikah, foto 3 x 4, fotocopy KK dan surat 

pernyataan dan kuasa untuk memotong pensiun bulanan bermaterai dan 

agunan.”
 14

 

 

Pendapat yang selaras dikemukakan oleh Ibu Junaini Amalia selaku AO 

Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya menjelaskan bahwa : 

“Syarat pengajuan pembiayaan dana pensiun untuk akad murabahah ini 

terbagi menjadi dua ya yang pertama itu ada kriteria nasabah dulu 

kriteria khusus dari nasabah biasanya nasabah itu harus cakap hukum 

lalu merupakan nasabah nasabah pensiunan baik itu PNS TNI Polri 

BUMN atau karyawan asing yang dia memiliki dana pensiun yang 

bersifat perorangan lalu saat jatuh tempo usia nasabah ini 70 tahun dan 

adanya surat perjanjian untuk bersedia memindahkan pembayaran 

pensiun bulanannya melalui rekening bank syariah Indonesia. 

Selanjutnya untuk persyaratan administratif umumnya pembiayaan itu 

diharuskan yang utama harus ada surat permohonan pembiayaan SK 

pensiun fotokopi gaji minimal 3 bulan terakhir fotokopi KTP fotocopy 

identitas pensiun akan nikah foto 3x4 Fotokopi KK surat pernyataan 

                                                           
14

 Hasil Wawancara Kepada Bapak Ulung Muhara selaku Manajer Bank Syariah Indonesia 

(BSI) KC Bandar Jaya pada 6 November 2023. 
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kuasa untuk memotong secara otomatis pensiun bulanan dan di situ 

harus bermaterai serta agunan.”
15

 

 

Wawancara yang dilakukan kepada Bapak Indra selaku BOSM Bank 

Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya menyatakan bahwa : 

“Untuk persyaratan dalam pembiayaan pensiun dengan akad 

murabahah di sini terbagi menjadi tiga syarat yang pertama ada data 

pribadi bukti agunan dan berkas-berkas pendukung lainnya untuk data 

pribadi biasanya ada surat permohonan pembiayaan yang dibuat oleh 

nasabah surat keputusan pensiun atau SK pensiun ada rekening gaji 3 

bulan terakhir terus ada fotocopy KTP suami istri atau jika dia ganda 

atau duda suami atau istri selalu fotocopy kartu identitas pensiun 

fotocopy NPWP ini khusus pinjaman lebih dari 50 juta dan fotocopy 

buku nikah pas foto terbaru berwarna tiga kali empat fotocopy kartu 

keluarga dan surat pernyataan atau kuasa untuk pemotongan dana 

pensiun setiap bulannya yang ditandatangani oleh nasabah dengan 

materai lalu untuk bukti agunan di sini harus ada SK pensiun yang asli 

terus kartu peserta Taspen atau Asabri atau kartu peserta asuransi 

pegawai yang sekarang sp3r asli dan surat pernyataan nasabah yang 

diketahui oleh gapen non PKS selanjutnya informasi pendukung 

lainnya ini menyesuaikan tergantung dengan kebutuhan dari 

pembiayaan nasabah”
 16

 

 

Wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu Novita Anggraini selaku 

CBRM Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya menyatakan bahwa : 

“Untuk persyaratan pengajuan pembiayaan tentunya sama seperti 

pembiayaan pada umumnya untuk persyaratan administratifnya. Tetapi 

yang berbeda jaminan dan pelampiran SK Pensiun. Selain itu untuk 

persyaratan bagi calon nasabah diharuskan harus cakap hukum, 

merupakan pensiunan baik TNI, POLRI, PNS, Pegawai Swasta.”
 17 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terkait persyaratan 

pembiayaan pensiun dengan akad murabahah pada Bank Syariah Indonesia 

                                                           
15

 Hasil Wawancara Kepada Ibu Junaini Amalia selaku AO Bank Syariah Indonesia (BSI) 

KC Bandar Jaya pada 6 Novemver 2023. 
16

 Hasil Wawancara Kepada Bapak Indra selaku BOSM Bank Syariah Indonesia (BSI) KC 

Bandar Jaya pada 6 November 2023. 
17

 Hasil Wawancara Kepada Ibu Novita Anggraini selaku CBRM Bank Syariah Indonesia 

(BSI) KC Bandar Jaya pada 6 November 2023. 
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(BSI) KC Bandar Jaya dapat disimpulkan bahwa terdiri dari dua aspek yaitu 

persyaratan pada kriteria nasabah dan persyaratan administratif.  

Dalam pemenuhan pembiayaan perlu dilakukan analisa pembiayaan 

dengan menggunakan 5C yang terdiri dari character, capacity, capital, 

collateral dan condition namun khusus dalam pembiayaan pensiun hanya 

terfokus pada karakter, collateral dan capital. Berdasarkan hasil wawancara 

yang telah dilakukan kepada  mengenai analisis pembiayaan pensiun pada 

analisa character Bapak Ulung Muhara selaku Manajer Bank Syariah 

Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya menyatakan bahwa : 

“Kalau untuk penilaian ini sama seperti pembiayaan pada umumnya 

dilakukan BI Checking dan DHN atas nama calon nasabah.”
 18

 

Hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu Junaini Amalia 

selaku AO Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya menjelaskan 

bahwa: 

“Kalau untuk analisa karakter nasabah biasanya hanya dilakukan BI 

Checking dan DHN atas nama nasabah”
 19

  

 

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Bapak Indra selaku BOSM dan 

Ibu Novita Anggraini selaku CBRM menyatakan bahwa dalam penilaian 

analisa pembiayaan pada bagian caracter pada pembiayaan pensiun hanya 

dilakukan penilaian karakter nasabah. Dalam penilaian karakter nasabah 

dilakukan dengan BI Checking dan DHN atas nama nasabah.
 20
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 Hasil Wawancara Kepada Bapak Ulung Muhara selaku Manajer Bank Syariah Indonesia 

(BSI) KC Bandar Jaya pada 6 November 2023. 
19

 Hasil Wawancara Kepada Ibu Junaini Amalia selaku AO Bank Syariah Indonesia (BSI) 

KC Bandar Jaya pada 6 November 2023. 
20

 Hasil Wawancara Kepada Bapak Indra selaku BOSM dan Ibu Novita Anggraini selaku 

CBRM Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya pada 6 November 2023. 
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Analisa pembiayaan selanjutnya pada pembiayaan pensiun yaitu 

penilaian capital. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 

Bapak Indra selaku BOSM BSI KC Bandar Jaya menyatakan bahwa : 

“Dalam penilaian kapital disini dilihat kecukupan dari gaji pensiun 

bulanan, karena untuk pembiayaan pensiun 70% dari gaji bulanan 

diperuntukan untuk pembayaran angsuran.”
 21 

 

Hasil wawancara yang selaras dikemukakan oleh Ibu Novita Anggraini 

selaku CBRM BSI KC Bandar Jaya yang menyatakan bahwa : 

“Untuk pengecekan kapital disini dilakukan pengecekan kecukupan 

dana pensiun, karena gaji pensiun 70% dilakukan untuk pemenuhan 

angsuran”
 22 

 

Wawancara yang dilakukan kepada Bapak Ulung Muhara selaku 

Manajer dan Ibu Junaini Amalia selaku AO Bank Syariah Indonesia (BSI) KC 

Bandar Jaya menyatakan bahwa dalam analisa capital pada pembiayaan 

pensiun hanya melihat kecukupan dana pensiun yang dimiliki oleh calon 

nasabah. Hal ini dilakukan karena 70% dari gaji pensiun yang dimiliki 

nasabah akan dijadikan sebagai angsuran pembiayaan.
 23

 

Dalam pembiayaan tentunya diwajibkan adanya jaminan pembiayaan 

atau collateral. Pembiayaan pensiun dengan akad murabahah pada Bank 

Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya tentunya juga memiliki jaminan 

pembiayaan. Hasil penelitian melalui wawancara yang telah dilakukan kepada 

                                                           
21

 Hasil Wawancara Kepada Bapak Indra selaku BOSM Bank Syariah Indonesia (BSI) KC 

Bandar Jaya pada 6 November 2023. 
22

 Hasil Wawancara Kepada Ibu Novita Anggraini selaku CBRM Bank Syariah Indonesia 

(BSI) KC Bandar Jaya pada 6 November 2023. 
23

 Hasil Wawancara Kepada Bapak Ulung Muhara selaku Manajer dan Ibu Junaini Amalia 

selaku AO Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya pada 6 November 2023. 



58 

 

 

Bapak Ulung Muhara selaku Manajer Bank Syariah Indonesia (BSI) KC 

Bandar Jaya menyatakan bahwa : 

“Syarat agunan untuk pembiayaan dana pensiun akad murabahah SK 

pensiun, diikuti dengan kartu peserta Taspen/Asabri/kartu peserta 

asuransi atau yang setara”
 24 

 

Wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu Junaini Amalia selaku 

AO, Bapak Indra selaku BOSM dan Ibu Novita Anggraini selaku CBRM 

seluruhnya menyatakan bahwa jaminan yang digunakan pada pembiayaan 

pensiun dengan akad murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC 

Bandar Jaya yaitu berupa SK pensiun.
 25

 

Pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah tentunya harus 

memenuhi rukun dan persyaratan pada akad murabahah. Berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan kepada Bapak Ulung Muhara selaku Manajer 

Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya menyatakan bahwa : 

"Dalam pemenuhan rukun pembiayaan murabahah pada pembiayaan 

pensiun tentunya sudah memenuhi rukun, karena sudah ada orang yang 

berakad yaitu antara bank dan nasabah, ijab kobul dengan unsur 

kerelaan dan objek jual beli. Selain itu syarat dalam pembiayaan ini 

harus dilakukan dengan jujur, tidak ada kecacatan dalam objek jual beli 

dan tentunya terbebas dari riba”
 26 

 

Hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Indra selaku 

BOSM Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya menyatakan bahwa : 
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 Hasil Wawancara Kepada Bapak Ulung Muhara selaku Manajer Bank Syariah Indonesia 

(BSI) KC Bandar Jaya pada 6 November 2023. 
25

 Hasil Wawancara Kepada Ibu Junaini Amalia selaku AO, Bapak Indra selaku BOSM dan 

Ibu Novita Anggraini selaku CBRM Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya pada 6 

November 2023. 
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 Hasil Wawancara Kepada Bapak Ulung Muhara selaku Manajer Bank Syariah Indonesia 

(BSI) KC Bandar Jaya pada 6 November 2023. 
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“Rukun dan syarat pembiayaan, yang pasti harus ada orang yang 

berakad, akad pembiayaan dan objek pembiayaan. Kalau syarat 

pembiayaan harus jujur, tidak ada cacat produk dan tidak ada riba”
 27 

 

Wawancara yang dilakukan selaras dengan pendapat yang telah 

dikemukakan oleh Ibu Junaini Amalia selaku AO dan Ibu Novita Anggraini 

selaku CBRM Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya menyatakan 

bahwa dalam rukun dan syarat pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan 

ketentuan dimana dalam pembiayaan sudah terdapat kedua pihak yang 

berakad yaitu bank dan nasabah, akad pembiayaan dan objek pembiayaan. 

Syarat pembiayaan dalam akad murabahah berupa harus berlaku jujur, objek 

tidak cacat dan tidak ada unsur riba. 

Pada pembiayaan pensiun dengan akad murabahah tentu perlu adanya 

transparansi biaya yang diperlukan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah 

dilakukan kepada Ibu Novita Anggraini selaku CBRM Bank Syariah 

Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya menyatakan bahwa : 

“Untuk transparansi biaya disini bank menyampaikan berapa biaya-

biaya yang diperlukan dan dipergunakan untuk apa saja. Sama juga 

nasabah juga harus menjelaskan dan mengungkapkan dengan detail 

terkait bukti transaksi yang dipergunakan agar semua biaya yang 

dipergunakan jelas selain itu penentuan margin pembiayaan juga 

disampaikan”
 28 

 

Pendapat yang telah dikemukakan selaras dengan hasil wawancara yang 

telah dilakukan kepada Bapak Ulung Muhara selaku Manajer, Ibu Junaini 

Amalia selaku AO dan Bapak Indra selaku BOSM Bank Syariah Indonesia 

(BSI) KC Bandar Jaya dalam pembiayaan akad murabahah pihak bank 
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 Hasil Wawancara Kepada Bapak Indra selaku BOSM Bank Syariah Indonesia (BSI) KC 

Bandar Jaya pada 6 Novemver 2023. 
28

 Hasil Wawancara Kepada Ibu Novita Anggraini selaku CBRM Bank Syariah Indonesia 

(BSI) KC Bandar Jaya pada 6 November 2023. 
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memberikan kejelasan biaya-biaya yang diperlukan serta margin yang telah 

ditetapkan. 
29

 

Penyediaan objek pembiayaan pensiun dan akad murabahah bank 

mewakilkan nasabah untuk membeli barang kepada supplier. Berdasarkan 

hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Ulung Muhara selaku 

Manajer Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya menyatakan bahwa : 

“Bank memberikan kuasa kepada nasabah melakukan pembelian barang 

langsung kepada supplier atas nama bank, selanjutnya jika barang 

sudah diterima lalu dilakukan akad murabahah dimana bank bertindak 

sebagai pejual dan nasabah sebagai pembeli.”
 30 

 

Wawancara yang telah dilakukan selaras dengan hasil wawancara yang 

dilakukan kepada Ibu Novita Anggraini selaku CBRM Bank Syariah 

Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya menyatakan bahwa : 

“Untuk penyediaan barang bank mewakilkan kepada nasabah untuk 

membeli barang secara langsung. Setelah barang sudah ada lalu 

dilakukan akad murabahah”
 31 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak 

Indra selaku BOSM, Ibu Junaini Amalia selaku AO Bank Syariah Indonesia 

(BSI) KC Bandar Jaya menyatakan bahwa dalam peyediaan objek pembiayaan 

bank mewakilkan nasabah untuk membeli objek secara langsung atas nama 

bank. Selanjutnya jika objek sudah tersedia lalu dilakukan akad murabahah.
 32
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 Hasil Wawancara Kepada Bapak Ulung Muhara selaku Manajer, Ibu Junaini Amalia 
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Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang telah dilakukan 

adapun uraian dari tahapan pembiayaan pensiun dengan akad murabahah pada 

Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya yaitu : 

1. Permohonan Pembiayaan 

Tahap permohonan pembiayaan merupakan tahap awal dalam 

prosedur pengajuan pembiayaan. Pada tahap ini calon nasabah mendatangi 

bank dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan dalam 

pengajuan pembiayaan. Tahap pertama dalam pengajuan pembiayaan 

pensiun dengan akad murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC 

Bandar Jaya dilakukan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi 

oleh calon nasabah. Berikut ini persyaratan yang harus disiapkan oleh 

calon nasabah untuk melakukan permohonan pembiayaan pensiun akad 

murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya : 

a. Kriteria Khusus 

1) Cakap hukum 

2) Pensiunan PNS pusat/daerah, TNI, POLRI, Pensiun BUMN/ 

Swasta/Asing yang memiliki penghasilan pensiun. 

3) Pada saat jatuh tempo usia nasabah maksimal 70 tahun. 

4) Bersedia memindahkan pembayaran pensiun bulanannya melalui 

BSI KC Bandar Jaya . 

b. Data Pribadi 

1) Surat permohonan pembiayaan yang dibuat oleh nasabah. 

2) Surat Keputusan Pensiun (SK Pensiun). 
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3) Rekening gaji 3 bulan terakhir. 

4) Fotokopi KTP suami dan istri (jika berlaku). 

5) Fotokopi kartu identitas pensiun. 

6) Fotokopi NPWP (khusus untuk pinjaman lebih dari 50 juta). 

7) Fotokopi buku nikah. 

8) Pas foto terbaru berwarna 3x4. 

9) Fotokopi kartu keluarga. 

10) Surat pernyataan atau kuasa untuk pemotongan dana pensiun 

setiap bulan, ditandatangani oleh nasabah dengan materai. 

c. Bukti Agunan 

1) SK Pensiun asli. 

2) Kartu peserta Taspen atau Asabri (atau kartu peserta asuransi 

pegawai yang sekarang SP3R asli). 

3) Surat pernyataan nasabah yang diketahui oleh Dapen non-PKS. 

d. Informasi Pendukung Lainnya 

Informasi pendukung lainnya disesuaikan dengan kebutuhan 

dari pembiayaan nasabah. Persyaratan tambahan ini mungkin akan 

diberikan oleh lembaga keuangan sesuai dengan jenis dan besarnya 

pembiayaan yang diajukan 

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara mengenai tahap 

permohonan pembiayaan pensiun dengan akad murabahah pada Bank 

Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya dapat dianalisa bahwa 

persyaratan permohonan pembiayaan sama seperti pembiayaan pada 
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umumnya, namun dalam pembiayaan pensiun dengan akad murabahah 

jaminan yang digunakan hanya SK Pensiun. 

2. Verifikasi Data 

Tahap verifikasi data merupakan bagian integral dari proses 

pengajuan pembiayaan atau produk keuangan lainnya. Berkas yang 

diajukan oleh nasabah diterima oleh pihak penyelidikan atau bagian 

verifikasi. Pada pembiayaan pensiun dengan akad murabahah pada Bank 

Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya selalu melakukan verifikasi data. 

Petugas penyelidikan akan melakukan pemeriksaan awal terhadap berkas 

yang diajukan. Mereka akan memastikan bahwa semua dokumen yang 

dibutuhkan telah disertakan dan lengkap sesuai dengan persyaratan yang 

ditetapkan. Verifikator akan melakukan pengecekan keabsahan dokumen. 

Ini melibatkan memastikan bahwa semua dokumen memiliki keabsahan 

hukum dan keberlanjutan, seperti SK Pensiun, KTP, dan dokumen lainnya. 

Informasi yang tercantum dalam dokumen akan divalidasi dengan 

sumber data yang sah. Misalnya, informasi gaji dalam rekening bank akan 

diverifikasi dengan surat keterangan gaji dari tempat kerja. Jika terkait 

dengan pembiayaan, pihak penyelidikan mungkin melakukan pengecekan 

kredit untuk menilai risiko kredit nasabah. Jika selama proses verifikasi 

ditemukan ketidaksesuaian atau dokumen yang kurang, nasabah biasanya 

diberi tahu untuk menyediakan informasi tambahan atau mengoreksi 

kesalahan. Setelah semua data diverifikasi dan dokumen dianggap lengkap 

serta sesuai, proses dapat melanjutkan ke tahap persetujuan. Sebaliknya, 
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jika ada ketidaksesuaian yang signifikan, permohonan dapat ditolak. 

Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua informasi yang 

diberikan oleh nasabah akurat, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan 

peraturan yang berlaku. Hal ini juga membantu melindungi kepentingan 

lembaga keuangan dan meminimalkan risiko terkait pembiayaan atau 

produk keuangan lainnya. 

3. Penilaian Pembiayaan 

Proses pengecekan kelengkapan dan kebenaran dalam tahap 

penyelidikan dan verifikasi kemudian Bank Syariah Indonesia (BSI) KC 

Bandar Jaya melakukan penilaian menggunakan prinsip 5C, yang 

mencakup karakter, kapasitas, kapital, kolateral, dan kondisi. Dalam 

konteks pembiayaan dana pensiun, fokus utamanya adalah pada karakter, 

kapital, dan kolateral. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai 

tahap ini: 

a. Character  

Pada aspek karakter, Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar 

Jaya akan menilai integritas dan kredibilitas nasabah. Ini melibatkan 

evaluasi sejarah kredit, riwayat pembayaran, dan reputasi keuangan 

nasabah. Pengecekan karakter juga dapat mencakup penilaian terhadap 

perilaku keuangan masa lalu. 

b. Capital 

Kapital mengacu pada tingkat kekayaan nasabah dan 

kemampuannya untuk menyediakan modal sendiri. Bank Syariah 
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Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya akan menilai apakah nasabah 

memiliki kapital yang cukup untuk mendukung pembiayaan, serta 

kemampuan untuk menanggung risiko. Dalam konteks dana pensiun, 

pengecekan kapasitas akan melibatkan penilaian kecukupan gaji atau 

dana pensiun yang dapat dipotong untuk membayar angsuran bulanan. 

Ini mencakup analisis terhadap rasio utang terhadap pendapatan. 

c. Collateral 

Kolateral adalah aset atau jaminan yang dijadikan sebagai 

jaminan untuk pembiayaan. Dalam hal ini, Bank Syariah Indonesia 

(BSI) KC Bandar Jaya mungkin akan dilakukan pengecekan terhadap 

aset atau dana pensiun sebagai kolateral untuk memastikan bahwa nilai 

jaminan sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diminta. 

Setelah dilakukan pengecekan dan penilaian berdasarkan prinsip 

3C, Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya dapat membuat 

keputusan apakah memberikan persetujuan untuk pembiayaan dana 

pensiun atau menolak permohonan tersebut. Keputusan ini didasarkan 

pada evaluasi menyeluruh terhadap karakter, kapasitas, kapital dan 

kolateral. Pihak penyelidikan juga akan memastikan bahwa potongan gaji 

atau dana pensiun yang dijadikan sebagai pembayaran angsuran dapat 

memenuhi kewajiban pembiayaan setiap bulannya. 

4. Evaluasi Pembiayaan Dan Keputusan Pembiayaan 

Tahap evaluasi pembiayaan dan keputusan pembiayaan dilakukan 

sebagai penentu pembiayaan akan disetujui atau ditolak. Pada tahap ini 
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manajer Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya melakukan 

musyawarah untuk membahas pembiayaan yang diajukan. Dalam hal ini 

dilakukan diskusi yang mencangkup beberapa aspek terkait analisa 

pembiayaan, profil pelanggan dan resiko yang mungkin terjadi. Setelah 

musyawarah di tingkat unit, keputusan pembiayaan akan diajukan kepada 

Branch Manager dan Manajer Area Pusat. Mereka akan mengevaluasi 

informasi yang telah dipresentasikan dan memberikan persetujuan atau 

penolakan berdasarkan kebijakan dan kriteria bank. 

Jika pembiayaan disetujui, langkah berikutnya adalah membuat 

Surat Pemberitahuan Permohonan Pembiayaan (SP3). SP3 berisi detail 

mengenai persetujuan pembiayaan, termasuk jumlah pinjaman, suku 

bunga, jangka waktu, dan syarat-syarat lainnya. Setelah SP3 dibuat, 

nasabah perlu mempersiapkan berkas-berkas pendukung administrasi. 

Berkas-berkas ini melibatkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk 

proses administratif, seperti identitas pelanggan, jaminan, dan dokumen 

pendukung lainnya. Berkas-berkas pendukung akan dianalisis oleh pihak 

bank untuk memastikan keakuratan dan keabsahan informasi. Berdasarkan 

analisis tersebut, bank akan membuat keputusan akhir apakah pembiayaan 

diterima atau ditolak. 

5. Administrasi Dan Pembukuan Pembiayaan 

Tahap administrasi dan pembukuan pembiayaan, setelah 

pembiayaan telah disetujui biasanya nasabah diwajibkan untuk melengkapi 

beberapa persyaratan pendukung yang mungkin diperlukan. Pada Bank 
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Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya proses administrasi dan 

pembukuan pembiayaan dilakukan dengan beberapa langkah yaitu : 

a. Surat Pemberitahuan Keputusan Pembiayaan 

Pada langkah ini, bank mengeluarkan Surat Pemberitahuan 

Keputusan Pembiayaan kepada nasabah. Surat ini berisi keputusan 

akhir apakah pembiayaan tersebut disetujui atau ditolak. Jika disetujui, 

surat tersebut juga dapat mencakup detail seperti jumlah pembiayaan, 

suku bunga, jangka waktu, dan syarat-syarat lainnya yang relevan. 

b. Akad Pembiayaan 

Langkah selanjutnya adalah pembuatan akad pembiayaan yang 

mencatat perjanjian jual beli antara bank dan nasabah. Akad ini harus 

disusun sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mencakup detail 

transaksi, termasuk harga jual, keuntungan, dan jangka waktu 

pembayaran. 

c. Pencatatan Jaminan 

Informasi mengenai jaminan, termasuk SK dari dana pensiun, 

akan dicatat dengan rinci dalam sistem pembukuan bank. Pencatatan ini 

membantu memantau status jaminan dan memastikan kepatuhan 

terhadap syarat-syarat pembiayaan. 

6. Realisasi Pembiayaan 

Setelah semua dokumen disiapkan dan disetujui, pihak bank 

langsung mentransfer jumlah pembiayaan ke rekening nasabah. Nasabah 

dapat menggunakan dana tersebut untuk melakukan pembelian barang atau 
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layanan yang sesuai dengan tujuan pembiayaan. Nasabah, sebagai wakil 

dari bank, melakukan pembelian barang langsung kepada supplier 

menggunakan dana pembiayaan yang telah diterima. Supplier memberikan 

penyerahan dokumen terkait barang atau layanan kepada nasabah sebagai 

bukti transaksi.  

Nasabah, setelah menerima dokumen dari supplier, menyerahkan 

dokumen tersebut kepada Bank sebagai bukti bahwa pembelian telah 

dilakukan. Setelah penyerahan dokumen, dilakukan akad murabahah 

antara Bank dan Nasabah. Akad murabahah adalah perjanjian jual beli 

dengan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya antara pihak bank 

dan nasabah. 

Tahap terakhir adalah pembayaran angsuran sesuai dengan 

persetujuan yang telah ditetapkan pada saat akad murabahah. Nasabah 

melakukan pembayaran angsuran sesuai jadwal yang telah disepakati 

kepada Bank. Proses ini mencerminkan prinsip-prinsip pembiayaan 

berbasis murabahah, di mana bank tidak hanya memberikan dana kepada 

nasabah tetapi juga terlibat dalam transaksi jual beli. Hal ini sesuai dengan 

prinsip syariah yang mendasari produk pembiayaan seperti murabahah, di 

mana keuntungan atau margin keuntungan telah disepakati sebelumnya 

dan transparan. 

Berdasarkan hasil pemaparan yang telah diuraikan maka dapat 

dipahami bahwa pendekatan yang transparan dan sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah terlihat jelas dalam seluruh proses ini. Penekanan pada 
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keabsahan dokumen, penilaian karakter nasabah, dan penggunaan jaminan 

yang sesuai dengan prinsip syariah mencerminkan komitmen terhadap 

integritas dan kepatuhan terhadap aturan syariah Islam dalam memberikan 

pembiayaan. 

 

C. Analisis Mekanisme Pembiayaan Pensiun Di Bank Syariah Indonesia KC 

Bandar Jaya 

 

Pembiayaan pensiun di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya  

diterapkan dengan menggunakan akad murabahah. Penerapannya dapat 

melibatkan juga akad ijarah, tergantung pada tujuan pembiayaan nasabah. 

Dalam prakteknya, posisi bank sebelum melakukan akad murabahah bukan 

sebagai penjual murni, melainkan sebagai lembaga pembiayaan yang 

menyediakan barang sesuai permintaan nasabah. Adapun skema pembiayaan 

pensiun dengan akad murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC 

Bandar Jaya  yaitu : 

 
Gambar 4.2  

Skema Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia (BSI)  

KC Bandar Jaya  
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Keterangan : 

1. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) 

KC Bandar Jaya  

2. Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya  mewakilkan pembelian 

barang kepada nasabah dan nasabah membeli barang atas nama Bank 

Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya  

3. Setelah akad wakala selesai, maka dilanjutkan akad murabahah  

4. Nasabah memberikan jaminan pada bank 

5. Nasabah membayar angsuran kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC 

Bandar Jaya  

Beberapa poin penting dalam penerapan akad murabahah pada 

pembiayaan pensiun Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya dapat 

dikatakan memenuhi prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN MUI/IV/2000 

tentang murabahah. Adapun analisa mengenai kesesuaian penerapan akad 

murabahah pada pembiayaan pensiun Bank Syariah Indonesia (BSI) KC 

Bandar Jaya yaitu : 

1. Pemenuhan Rukun dan Syarat Murabahah 

Dalam penerapan akad murabahah, Bank Syariah Indonesia (BSI) 

KC Bandar Jaya harus memenuhi rukun dan syarat murabahah. Rukun 

murabahah melibatkan adanya pihak yang berakad (penjual dan pembeli), 

di mana bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. 

Setiap pembiayaan yang diberikan harus didasarkan pada akad syariah 

dengan melibatkan pembeli, penjual, saksi, dan notaris saat terjadi akad. 
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Selain itu, rukun tersebut juga melibatkan sighat (ijab dan qobul) yang 

menunjukkan pertukaran antara kedua pihak dengan kerelaan, baik melalui 

ucapan maupun perbuatan. Adanya objek jual beli juga menjadi bagian 

dari rukun murabahah, dan karena BSI tidak memiliki stok barang, mereka 

menggunakan akad wakalah dengan nasabah untuk membeli sendiri 

kebutuhan mereka atas nama bank. Objek jual beli tersebut kemudian 

diserahkan oleh nasabah kepada bank. Selanjutnya, adanya nilai tukar 

menjadi pengganti barang yang tidak merugikan salah satu pihak. Selain 

rukun, syarat sahnya akad murabahah juga harus dipenuhi, termasuk 

informasi tentang harga awal dari penjual, kejujuran dalam menyampaikan 

cacat pada objek, dan keharusan bebas riba. 

2. Transparansi Pembiayaan 

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI tentang 

murabahah, terdapat persyaratan bahwa bank harus memberikan informasi 

yang jujur terkait harga pokok atau harga beli, biaya-biaya yang 

dikeluarkan, dan keuntungan kepada nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa 

pembiayaan pensiun yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) 

KC Bandar Jaya  bebas dari riba. Tambahan yang dimaksud dalam 

pembiayaan tersebut merupakan keuntungan dan biaya-biaya yang 

diperlukan oleh bank terkait dengan pembiayaan yang akan diberikan. 

Kesesuaian dengan fatwa DSN MUI tentang murabahah menegaskan 

bahwa bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas 

dari riba. 
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3. Objek Pembiayaan yang Diperbolehkan 

Barang yang diperjualbelikan dalam pembiayaan pensiun oleh 

Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya  tidak dilarang oleh 

syariah. Pembiayaan tersebut sesuai dengan standar SOP pembiayaan 

murabahah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di mana pembiayaan 

murabahah dapat digunakan untuk tujuan konsumtif seperti pembelian 

atau renovasi rumah, pembelian barang untuk usaha, pembelian peralatan 

atau kebutuhan rumah tangga, pembelian kendaraan bermotor, dan lain-

lain. Kesesuaian ini dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI 

No. 4/DSN/MUI/IV/2000 tentang murabahah dan standar umum SOP 

pembiayaan murabahah oleh OJK menegaskan bahwa objek pembiayaan 

murabahah dan kegiatan usaha harus terhindar dari sifat-sifat yang 

melanggar prinsip Syariah, seperti riba, maysir, gharar, haram, dzalim, 

dan risywah (suap). Objek jual beli murabahah juga harus halal. 

4. Proses Pembiayaan 

Dalam pembiayaan pensiun, bank membiayai sebagian atau 

seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati, dengan kualifikasi 

bahwa bank melakukan pemrosesan dan verifikasi kelengkapan data 

nasabah. Bank menentukan maksimal pembiayaan yang disesuaikan 

dengan batas maksimal Debt Service Ratio (DSR) nasabah dan usia 

pemohon. Jika keduanya sepakat, proses dapat ditindaklanjuti dengan 

pembuatan kontrak jual beli. Jika nasabah dianggap tidak cakap dalam 

pengajuan pembiayaan pensiun, misalnya karena golongan gaji pensiun 
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yang tidak mencukupi, bank tidak menyetujui pembiayaan secara penuh. 

Praktik ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 

4/DSN/MUI/IV/2000 tentang murabahah dan standar SOP pembiayaan 

murabahah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menyatakan bahwa 

bank diperbolehkan memberikan pembiayaan murabahah baik keseluruhan 

atau sebagian dana yang dibutuhkan untuk memiliki barang yang 

dimaksud oleh nasabah. 

5. Akad Pembiayaan 

Dalam pelaksanaan pembiayaan pensiun dengan akad murabahah 

di BSI KC Bandar Jaya , terdapat suatu aspek yang melibatkan akad 

wakalah (pemberian kuasa). Dalam hal ini, bank memberikan kuasa 

kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang dari pihak ketiga atas 

nama bank. Sebelum akad murabahah antara bank dan nasabah dilakukan, 

terlebih dahulu dilakukan akad wakalah. Akad wakalah yang diterapkan 

dalam pembiayaan ini disebut sebagai murabahah bil wakalah, yang 

merupakan kombinasi antara akad murabahah dan akad wakalah. Dalam 

akad wakalah, nasabah menerima kuasa untuk membeli barang dengan 

spesifikasi yang diinginkan, namun bank tetap melakukan penilaian 

terhadap supplier untuk menentukan apakah supplier tersebut layak atau 

tidak. Bank mewakilkan pembelian barang langsung kepada nasabah 

dengan atas nama bank. Nasabah, setelah menerima pembiayaan dari 

bank, membeli barang dari supplier. Pembayaran oleh bank kepada 

supplier tersebut dilakukan melalui transfer ke rekening nasabah sebagai 
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bukti bahwa nasabah telah menerima pembiayaan dari bank. Selanjutnya, 

barang atau dokumen yang diterima oleh nasabah diserahkan kepada bank, 

sehingga secara prinsip barang tersebut menjadi milik bank. Setelah itu, 

bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan akad 

murabahah, yaitu harga jual ditambah dengan keuntungan dan biaya-biaya 

yang telah disepakati. Metode ini diimplementasikan untuk memudahkan 

nasabah dalam mencari barang yang sesuai dengan keinginannya, seperti 

tanah di lokasi tertentu. Namun, pada dasarnya, akad murabahah dalam hal 

ini dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik bank, 

sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan 

standar umum SOP pembiayaan murabahah oleh OJK.  

6. Jaminan dalam Akad Murabahah 

Dalam praktik pembiayaan pensiun dengan akad murabahah di 

Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya , bank meminta jaminan 

berupa Surat Keputusan (SK) Pensiun dari nasabah. Permintaan jaminan 

ini bertujuan untuk memperkuat kesungguhan nasabah dalam mengajukan 

pembiayaan. Menurut standar SOP pembiayaan murabahah, jaminan 

merupakan sumber terakhir bagi pelunasan pembiayaan apabila nasabah 

tidak dapat lagi memenuhi kewajiban pembayaran. Jaminan tersebut 

dianggap sebagai langkah hati-hati bank untuk mengamankan posisi 

finansialnya terhadap nasabah yang mungkin tidak dapat memenuhi janji 

pembayaran. Nasabah, sebagai pemberi jaminan, diharapkan serius dengan 

pesanannya, sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang murabahah yang 
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memperbolehkan penggunaan jaminan untuk memastikan keseriusan 

nasabah. Jaminan yang diterima oleh bank dalam pembiayaan pensiun ini 

hanya berupa SK Pensiun, sejalan dengan kebijakan bank. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan 

pensiun dengan akad murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar 

Jaya  telah memenuhi rukun dan syarat murabahah, serta sesuai dengan prinsip 

syariah (berdasarkan fatwa DSN MUI No: 04/DSNMUI/IV/2000 tentang 

Murabahah) dan SOP pembiayaan murabahah yang dikeluarkan oleh Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK). 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pembiayaan pensiun 

Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya maka dapat disimpulkan 

bahwa : mekanisme pembiayaan pensiun di pensiun Bank Syariah Indonesia 

(BSI) KC Bandar Jaya sudah berjalaan dengan baik dan sesuai dengan 

beberapa teori dan standar pelaksanaan yang dituangkan pada standar produk 

perbankan syariah murabahah oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penerapan akad 

murabahah dalam pembiayaan pensiun sudah memenuhi rukun dan syarat 

murabahah serta sesuai dengan beberapa ketentuan, khususnya ketentuan 

umum pada fatwa DSN No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan 

beberapa saran yang dapat penulis sampaikan terkait dengan penelitian pada 

pembiayaan pensiun di pensiun Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar 

Jaya sebagai berikut:  

1. Diharapkan Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya meningkatkan 

pelayanan kepada nasabah dalam hal pembiayaan pensiun. Memberikan 

edukasi yang lebih mendalam kepada calon nasbah mengenai manfaat, 

resiko dan mekanisme pembiayan pensiun. 
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2. Kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan perbankan syariah 

dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan lembaga keuangan 

syariah karena telah memiliki instrumen ekonomi Islam melalui fatwa dan 

sudah ada kepastian hukumnya. 
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ALAT PENGUMPULAN DATA (APD) 

PENERAPAN AKAD MURABAHAH DALAM  

PEMBIAYAAN PENSIUN DI BSI KC BANDAR JAYA 

 

A. Wawancara dengan Manajer, Acount Officer, BOSM, CBRM (Unit 

Pembiayaan Konsumen) Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya 

1. Bagaimana implementasi sistem penerapan akad murabahah dalam 

pembiayaan pensiun di bank syariah Indonesia (BSI) KC. Bandar Jaya? 

2. Siapa saja yang dapat mengajukan penerapan akad murabahah dalam 

pembiayaan pensiun? 

3. Apakah yang menjadi jaminan (agunan) pada penerapan akad murabahah 

dalam pembiayaan pensiun? 

4. Apakah syarat yang digunakan untuk mengajukan penerapan akad 

murabahah dalam pembiayaan pensiun? 

B. Wawancara dengan Manajer, Acount Officer, BOSM, CBRM (Unit 

Pembiayaan Konsumen) Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya 

1. Bagaimana penerapan analisa caracter pada pembiayaan pensiun akad 

murabahah ? 

2. Bagaimana penerapan analisa capital pada pembiayaan pensiun akad 

murabahah ? 

3. Bagaimana penerapan analisa colleteral pada pembiayaan pensiun akad 

murabahah ? 

4. Bagaimana pemenuhan rukurn pada pembiayaan pembiayaan pensiun akad 

murabahah ? 



 

 

5. Bagaimana mengenai transparansi jumlah pembiayaan pembiayaan 

pensiun akad murabahah ? 

6. Bagaimana penyediaan objek pembiayaan pensiun akad murabahah ? 

7. Bagaiman penerapan akad murabahah pada pembiayaan pensiun ? 

 

C. Dokumentasi 

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia (BSI) Kc. Bandar Jaya  

2. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia (BSI) Kc. Bandar Jaya  

3. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia (BSI) Kc. Bandar Jaya 

 

Mengetahui, Metro, 22 Mei 2023 

Pembimbing 

 

 

 

 

Esty Apridasari, M.Si 

NIP. 19880427 201503 2 005 

Peneliti 
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